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MURFIAH. E 1104056. TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENCEGAHAN  MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK 
INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI 
PROVINSI GORONTALO). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas sebelas Maret Surakarta. 2008. 110 halaman.  
 
 Tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk menelaah Peraturan 
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat 
ditinjau dari kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan 
kedudukan Peraturan Daerah tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berbhineka tunggal ika. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif untuk memperoleh data yang seteliti mungkin mengenai obyek yang 
diteliti. Data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh sumber data sekunder. 
Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah untuk diklasifikasi dengan sistem 
penalaran deduktif dalam bentuk analisis data model interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Daerah dalam Rangka 
Melaksanakan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 
garis besar tertuang dalam Pasal 18A UUD 1945 dan perundang-undangan 
dibawahnya yang menjabarkannya. UU Nomor 22 Tahun 1999 memberi 
kewenangan daerah pada seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam 
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama, serta kewenangan bidang lain. UU Nomor 38 Tahun 2000 mengatur 
kewenangan hanya untuk Provinsi Gorontalo. UU Nomor 32 Tahun 2004 
membedakan kewenangan pemerintahan daerah menjadi urusan wajib dan urusan 
pilihan.  
 Perda merupakan produk perundang-undangan daerah dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesesuian Perda Provinsi Gorontalo Nomor 
10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus memperhatikan peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah 
mengatur materi muatannya, dan harus mempunyai landasan yuridis, landasan 
filosofis, dan landasan sosiologis. Adapun materi muatan Perda ini hanya berupa 
pencegahan terjadinya tindakan-tindakan yang pidananya sudah diatur dalam 
perundang-undangan diatasnya. Perda membatasi perbuatan maksiat yang diatur 
hanya meliputi zina, pelacuran, pernikahan yang tidak sah, perkosaan, pelecehan 
seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan 
pornografi. 
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    BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota. Prinsip dalam negara kesatuan adalah bahwa yang 
memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah 
Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasan 
kepada Pemerintah Daerah (local government). Dalam negara kesatuan 
tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada 
di tangan Pemerintah Pusat. Namun karena sistem pemerintahan Indonesia 
salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka 
ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan 
timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 
Pilihan bentuk desentralisasi sendiri bukan merupakan pilihan yang 
mudah bagi Indonesia, mengingat wilayah geografis yang sangat luas dan 
terbentang dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen. 
Desentralisasi seringkali menjadi dilema ketika apresiasi terhadap keberagaman 
menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. 
Pilihan kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 
Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 juga bukan merupakan pilihan 
final. Indonesia harus mengadopsi sebuah kebijaksanaan desentralisasi atau 
otonomi daerah yang baru dan berbeda sama sekali dengan pengalaman 
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 30 tahun lebih yang ditempuh 
pemerintahan Orde Baru.  
Jika dulu otonomi luas dianggap mengancam integritas nasional, saat ini 
otonomi justru diyakini bisa mempererat integrasi. Tidak pernah ada negara 
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yang hancur karena otonomi. Kehancuran justru disebabkan sentralisme 
(Ni’matul Huda, 2007: 12). 
Otonomi pada prinsipnya berusaha mendorong potensi daerah agar 
berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi 
masyarakatnya yang terus berkembang, karena hanya orang-orang daerahlah 
yang mengetahui persoalan, potensi, dan preferensi masyarakatnya dalam 
membawa ke arah mana pembangunan dilaksanakan. Selain itu, keberagaman 
yang ada di bumi pertiwi membuat konsep pembangunan yang sentralistik tidak 
lagi memiliki pijakan. Keberagaman berbagai daerah dengan sendirinya akan 
mengarah pada spesialisasi masing-masing daerah sesuai dengan potensi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis dalam 
meningkatkan kemakmuran.    
Sudah enam puluh tahun lebih perjalanan pemerintahan dan politik di 
Indonesia. Berbagai macam pengalaman dan percobaan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilalui oleh bangsa Indonesia. 
Dari UU Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.  
Sejak tahun 2004, melalui UU Nomor 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis Peraturan Daerah sudah 
secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan, sehingga eksistensi Peraturan Daerah telah diatur secara 
tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. 
Terdapat tiga aspek dalam penyusunan Perda, yakni yuridis, filosofis, 
dan sosiologis. Namun seringkali penyusunan Perda mengabaikan aspek 
sosiologis, yakni hukum yang berlaku dimasyarakat, dan karena tidak melihat 
potensi dan karakteristik masyarakat, implementasi Perda banyak terganggu. 
Selain itu sebagian besar Perda yang bermasalah umumnya bertentangan 
dengan aturan yang lebih tinggi, juga terjadi tumpah tindih antara kebijakan 
pusat dan daerah (Ni’matul Huda, 2007: 84). 
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Sejumlah permasalahan terkait Perda layak untuk dikemukakan karena 
pemahaman masyarakat terhadap otonomi daerah sangat beragam, sehingga 
perlu ditegaskan koridor otonomi daerah dalam bingkai yang jelas agar tidak 
keluar dari rel yang sudah disepakati bersama dan membahayakan eksistensi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan mengambil judul: TELAAH PERATURAN 
DAERAH TENTANG PENCEGAHAN  MAKSIAT DALAM NEGARA 
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL 
IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO) 
B. Perumusan Masalah  
Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas maka 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi 
daerah di dalam negara kesatuan? 
2. Apakah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat sudah sesuai dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian  
 Penulis membagi tujuan yang hendak dicapai menjadi dua kelompok 
besar yang masing-masing merupakan tindak lanjut dari penulisan yang 
dilakukan sebagai akibat dari ilmu pengetahuan yaitu: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui kedudukan Perda tentang Pencegahan Maksiat dalam 
rangka otonomi daerah. 
b. Untuk mengetahui kesesuaian Perda dengan keberagaman penduduknya. 
2. Tujuan Subjektif 
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a. Untuk mengetahui dan memperluas pengetahuan, pengalaman serta 
pemahaman penulis tentang penerapan teori ilmu hukum yang didapat 
selama perkuliahan terkait tema yang diangkat. 
b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang 
Hukum Tata Negara dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian  
 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoris 
Penulisan ini diharapkan dapat: 
a. Memberikan manfaat dalam pengembangan Hukum Tata Negara dan 
Hukum Islam pada umumnya dan Peraturan Daerah pada khususnya. 
b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengetahuan teori-teori 
ilmu hukum, khususnya terkait dengan substansi tema yang selama ini 
telah dipelajari di bangku kuliah, agar penulis lebih luas dalam 
penguasaan ilmu hukumnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penulisan ini diharapkan dapat: 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.  
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh. 
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E.     Metode Penelitian  
 Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan 
ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 
mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
bersangkutan (Bambang Waluyo, 1991: 6). 
Inti metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan 
tentang tata cara bagaimana suatu penilitian hukum itu harus dilakukan 
(Bambang Waluyo, 1991: 17). 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersangkutan 
dengan rumusan atau substansinya. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, 
maksudnya yakni memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti secara 
memadai dalam tinjauan peraturan yang terkait yakni Hukum Tata Negara 
dan Hukum Islam. Juga bersifat yuridis normatif, yakni mempelajari 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, 
serta bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini 
mengangkat Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat sebagai salah satu produk hukum Indonesia dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah. 
Penelitian ini termasuk penelitian taraf sinkronisasi hukum. Menurut 
Soerjono Soekanto dalam penelitian ini didasarkan dua titik tolak yaitu taraf 
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. Bila penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal, maka yang akan diteliti adalah peraturan perundang-
undangan menurut hierarkinya. Sedangkan secara horisontal, maka yang akan 
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diteliti adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang 
mengatur pelbagai bidang yang berhubungan dengan fungsional adalah 
berfungsi (Soerjono Soekanto, 1986: 256). 
Kaitannya dengan judul dan permasalahan penelitian, maka termasuk 
dalam penelitian sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal, sebagai 
sebuah upaya menyerasikan sistem hukum yang berlaku atau ada tidaknya 
konsekuensi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2001: 10). 
3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui studi-
studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
majalah-majalah, artikel dan sumber data lainnya yang sejenis yang akan 
mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder yang terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
dan terdiri dari: 
1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. 
2) Peraturan Perundang-undangan: 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
b) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
c) UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Gorontalo; 
d) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 
e) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
f) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003. 
3) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan: 
a) Hukum adat. 
b) Hukum Islam. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, hasil-hasil 
penelitian, karya ilmiah, artikel koran, majalah, jurnal, dan internet serta 
bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus  besar 
bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan studi 
kepustakaan. Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk 
mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang 
ditentukan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan prosedur sebagai 
berikut: 
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a. Menentukan secara jelas data apa yang ingin dicari dengan menyiapkan 
kerangka pikir dan konsep operasional tertentu sebagai sarana utama. 
b. Mencari sumber dimana data dapat diperoleh. 
c. Setelah data diperoleh, kemudian mencari dan mencatat sumber data yang 
dianggap perlu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 
d. Dari catatan tersebut kemudian diatur dan ditempatkan dalam suatu 
klasifikasi tertentu yang disusun dan siap disajikan. 
 
5. Analisis Data 
Pada penelitian normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. 
Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan tertulis tersebut 
untuk memudahkan analisis dari konstruksi.  
Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang 
yang bersifat umum menuju pada pernyataan atau simpulan khusus. Menarik 
simpulan dengan penalaran deduksi dibedakan menjadi dua, yaitu menarik 
simpulan berdasarkan satu premis, dan menarik simpulan berdasarkan dua 
premis atau lebih. Premis adalah pernyataan yang mendasari penalaran untuk 
menarik simpulan. Premis mayor penelitian ini menggunakan Pasal 18 ayat 
(6) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan.” Premis minor penelitian ini adalah Pemerintahan 
Daerah Provinsi Gorontalo membuat Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
sebagaimana ketentuan pemberian kewenangan kepada daerah yang tertuang 
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi 
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan 
berupa pengumpulan data. Selanjutnya data direduksi sehingga diperoleh data 
khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian 
dikaji dengan menggunakan norma secara material atau mengambil isi data 
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil 
kesimpulan, sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif. 
Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang digunakan teknik 
analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, 
mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan 
dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 
menjadi suatu laporan. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan pemahaman pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat, maka penulisan ini  akan disusun sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penelitian hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori 
dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 
menguraikan tinjauan umum tentang Negara Kesatuan, kewenangan 
daerah dalam kerangka Otonomi Daerah,  dan Hukum Islam secara 
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umum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan 




BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini sebagai hasil penelitian yaitu tentang kajian Perda dalam 
hierarki perundang-undangan Indonesia, dan Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
BAB IV : PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Teori Bentuk Negara 
Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara 
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Menurut Plato, 
negara timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang 
beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk 
memenuhi kebutuhan mereka, karena masing-masing orang itu secara sendiri-
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sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Tujuan negara adalah untuk 
mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang 
yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah 
ahli-ahli filsafat saja, oleh karena itu pimpinan negara atau pemerintahan 
negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja (Soehino, 2000: 
17). 
Setiap negara yang berdiri tentu memiliki tujuan dibentuknya negara 
tersebut. Demikian juga di Indonesia. Tujuan bernegara mencerminkan 
landasan teori yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan. Adapun 
tujuan kemerdekaan Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, 
adalah: 
“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasaran 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
Para pendiri negara sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan 
tujuan nasional tersebut maka yang harus didirikan adalah Republik, karena 
dasar yang digunakan adalah dasar kedaulatan rakyat. Perdebatan-perdebatan 
yang terangkat untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan struktur 
negara, yaitu berupa susunan negara kesatuan atau federal (Syahda Guruh 
Langkah Samudra, 2000: 35). Bentuk suatu negara, menurut Plato, ditentukan 
oleh sifat orang-orang yang memegang pemerintahan itu, lalu sifat orang-
orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan 
yang prinsipil. 
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Susunan negara yang cocok bagi Negara Indonesia merdeka, menurut 
Soepomo, terlebih dahulu ditinjau mengenai tiga teori bernegara, yaitu:  
a. Ada suatu aliran yang menyatakan, bahwa  negara itu terdiri atas dasar 
teori perseorangan, teori individualistis, seperti yang diajarkan oleh 
Thomas Hobbes dan John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, dan 
Harold J. Laski. Menurut aliran ini, negara ialah masyarakat hukum (legal 
society) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat 
itu (contract social). Susunan hukum yang berdasarkan individualisme 
terdapat di Negara Eropa Barat dan Amerika. 
b. Aliran lain ialah teori “golongan” dari negara (class theory) sebagaimana 
yang diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai 
alat dari sesuatu golongan (sesuatu klasse) untuk menindas klasse lain. 
Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi 
yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang 
mempunyai kedudukan lembek. Negara kapitalis adalah negara borjuis 
yang menindas kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara atau kaum 
buruh dapat ganti menindas kaum borjuis. 
c. Aliran lain lagi adalah teori yang dinamakan dengan teori integralistik 
yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Menurut 
teori ini, negara tidak menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya 
sebagai persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integraal, 
segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu 
sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang 
terpenting dalam negara yang berdasar aliran ini ialah penghidupan 
bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan paling kuat, 
atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai 
pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya 
sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan(Syahda Guruh 
Langkah Samudra, 2000: 35).   
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Tinjauan mengeni negara jika dilihat dari segi susunannya, menurut 
Soehino, akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan negara, yaitu: 
a. Negara yang bersusun jamak, yang disebut Negara Federasi 
Maksud dari negara bersusun jamak adalah bahwa negara tersebut 
tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai 
negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar 
sendiri serta pemerintahan sendiri. Namun kemudian karena beberapa 
kepentingan, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk 
membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Namun di samping itu, 
negara-negara saling menggabungkan diri tersebut yang kemudian disebut 
Negara bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan pemerintahan 
yang wenang dan dapat diatur dan diurus sendiri, di samping urusan-
urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh 
ikatan kerjasamanya tersebut. Ikatan kerjasama negara-negara tersebut 
kemudian disebut Negara Federasi, memiliki Undang-Undang Dasar dan 
Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah Gabungan atau Pemerintah 
Federasi.  
Dari urian tersebut maka dapat diketahui beberapa fariabel dalam 
Negara Federasi, yaitu: 
1) Terdapat dua macam Negara, yaitu Negara Federasi atau Negara 
Gabungan dan Negara-negara Bagian; 
2) Terdapat dua macam Pemerintah, yaitu Pemerintah Negara Federasi 
dan Pemerintah Negara-negara Bagian; 
3) Terdapat dua macam undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang 
Dasar Negara Federasi dan Undang-Undang masing-masing Negara 
Bagian; 
 xxvi
4) Negara didalam Negara, yaitu bahwa Negara-negara Bagian itu 
berada di dalam Negara Federasi; 
5) Terdapat dua macam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan 
yang pokok-pokok dan yang berkaitan dengan kepentingan bersama 
Negara-negara bagian ( Soehino, 2000: 227). 
Ikatan kerjasama dalam Negara Federasi dapat bersifat erat, dan 
dapat pula bersifat agak renggang, yang hampir menyerupai perjanjian 
multilateral. Ini karena pada hakekatnya hubungan antar Negara-negara 
bagian dalam Negara Federasi berdasarkan perjanjian saja yang pada 
suatu saat dapat saja diputuskan. Artinya bahwa negara bagian itu keluar 
dari ikatan kerjasamanya atau negara  federasinya. Dengan demikian 
putus pula hubungan antara negara bagian itu dengan negara federasi.  
Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antara Pemerintah 
Negara Federasi dengan Pemerintah Negara-negara Bagian tersebut, 
maka Negara Federasi dapat dibedakan menjadi dua macam jenis. 
Pertama, Negara Serikat dimana kedaulatan itu ada pada Negara Federal. 
Jadi disini yang memegang kedaulatan itu adalah pemerintah federal atau 
gabungannya. Kedua, Perserikatan Negara dimana kedaulatan itu masih 
tetap ada pada negara-negara bagian. 
b. Kesatuan Negara yang bersusunan tunggal, yang disebut Negara Kesatuan 
Negara kesatuan atau negara unitaris jika ditinjau dari segi 
susunannya bersifat tunggal, tidak tersusun dari beberapa negara, 
melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada Negara di 
dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu 
pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta 
wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara baik di pusat 
maupun di daerah-daerah. 
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Dalam sejarah ketatanegaraan serta Ilmu Negara, pada permulaan 
perkembangannya, yaitu dari jaman purba, jaman kuno, jaman abad 
pertengahan, jaman renaissance, kemudian memasuki jaman hukum alam 
baik abad XVII maupun abad XVIII, kekuasaan para penguasa itu pada 
umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi 
dan asas konsentrasi. Kedua asas itu secara singkat pengertiannya adalah:  
1) Asas sentralisasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala 
kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik Pemerintah Pusat. 
2) Asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala 
kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh 
Pemerintah Pusat, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang 
ada di daerah-daerah (Soehino, 2000: 224).  
Memasuki abad perkembangan hukum alam, abad XVII dan 
XVIII, lahir dan berkembang usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan 
para penguasa negara yang antara lain dilakukan oleh: 
1) John Locke dengan ajaran hak asasi manusia; 
2) Montesquieu dengan ajaran trias politika; 
3) J.J. Rousseau dengan ajaran kedaulatan rakyat; 
4) Immanuel Kant dengan ajaran negara hukum; dan 
5) Maurice Duverger dengan ajaran pemilihan dan pengangkatan para 
penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan 
negara (Soehino, 2000: 225).   
Usaha-usaha tersebut dilakukan dalam rangka agar dapat 
membatasi kekuasaan para penguasa. Namun ini baru sekedar 
menciptakan teori karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 
negara kekuasaan para penguasa itu masih tetap bersifat absolut. Ketika 
negara-negara didunia mengalami perkembangan pesat, wilayah negara 
menjadi semakin luas, urusan pemerintahan semakin kompleks, dan 
warga negara menjadi semakin banyak dan heterogen, maka beberapa 
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negara telah melaknasanakan asas dekonsentrasi dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang 
dari Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di daerah, untuk 
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan Pemerintah Pusat yang ada di 
daerah (Soehino, 2000: 225). 
Dalam perkembangannya, pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut 
melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah-wilayah 
administratif beserta pemerintahan wilayahnya. Dibeberapa negara di 
samping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi juga telah dilaksanakan 
asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari 
Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada Daerah 
Otonom menjadi urusan rumah tangganya. 
Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau 
dibentuknya Daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah tetentu yang berhak, berwenang 
dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Dengan demikian Daerah Otonom memiliki Otonomi Daerah, yaitu hak, 
wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Ciri pokok Daerah Otonom adalah dibentuknya Badan Perwakilan 
Rakyat yang representatif, yang dapat pula disebut Parlemen, atau Dewan 
Perwakilan Rakyat, atau Bundersrat. Dalam pelaksanaannya, menurut 
Soehino, dapat pula dibuat kombinasi:  
1) Konsentrasi dan sentralisasi; 
2) Dekonsentrasi dan sentralisasi; 
3) Dekonsentrasi dan desentralisasi; dan 
4) Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan (Soehino, 2000: 
226). 
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Dewasa ini asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas 
pembantuan dilaksanakan pada negara-negara kesatuan, yang 
mendapatkan sebutan Negara Kesatuan yang didekonsentrasi, 
didesentralisasi dan dilengkapi dengan tugas pembantuan. 
Dalam sistem negara kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat 
menghubungkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cara pertama 
disebut sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan 
wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada Pemerintahan Pusat 
yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal 
sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan 
pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada Daerah (M Fauzan, 
2006:2). 
UUD 1945 mengatur secara tegas ketentuan mengenai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam 2 pasal, yaitu Pasal 1 ayat (1) sebagai 
ketentuan permulaan yang paling awal. Ketentuan paling akhir yaitu Pasal 
37 yang mengatur mengenai perubahan sebelum aturan peralihan dan 
aturan tambahan. Dalam ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 
ditentukan khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan 
perubahan. Karena sangat pentingnya persoalan NKRI maka diatur dalam 
Pasal 1 sebagai pasal pembuka dan yang ke 2 adalah Pasal 37 sebagai 
ketentuan penutup (Jimly Asshiddiqie, 2007: 65). 
Definisi Negara Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie, 
merupakan Negara Kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) 
UUD 1945 yang memakai kata “ialah”. Berarti kalau Negara Indonesia 
ini bukan Negara Kesatuan, maka bukan Negara Indonesia lagi namanya. 
Sepanjang merupakan Negara Kesatuan maka disebut Negara Indonesia. 
Jadi, masalah terkait dengan bentuk negara kesatuan ini sangat prinsipil. 
Di dunia teori ada 3 bentuk susunan, terkadang disebut dengan stat form, 
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sedangkan Republik sering disebut refrains form (bentuk pemerintahan). 
Tapi di dalam UUD 1945 istilah bentuk negara dikaitkan dengan susunan. 
Susunan organisasi Negara Republik Indonesia itu Negara Kesatuan 
(Jimly Asshiddiqie, 2007: 65). 
 
2. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata pertama 
berarti “sendiri’, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna 
“memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah otonom 
sering disebut sebagai local self government. Daerah otonom praktis berbeda 
dengan “daerah” saja yang merupakan penerapan dari kebijaksanaan yang 
dalam wacana administrasi publik disebut sebagai local state government 
(Riant Nugroho D., 2000: 46). 
Otonomi daerah menurut  UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf h 
adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan:  
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.” 
Mengenai Daerah Otonom disebutkan bahwa Daerah Otonom adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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a. Landasan Yuridis 
Gagasan untuk membentuk suatu Negara  Kesatuan secara yuridis 
formal tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan 
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 
Republik.” Oleh karena Indonesia adalah Negara Kesatuan, maka terdapat 
daerah-daerah yang merupakan bagian dari negara kesatuan. Dalam 
Sidang Tahunan MPR RI 7-8 Agustus 2000 telah dilakukan Perubahan 
Kedua UUD 1945 antara lain tentang pemerintahan daerah yang diatur 
dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Dalam Pasal 18 UUD 1945 
disebutkan bahwa: 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 
Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas 
pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah 
kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mempunyai keterkaitan 
erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 
18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu 
langsung menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan 
dimana kedaulatan Negara berada di tangan Pusat. Hal ini konsisten 
dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara 
Kesatuan. Berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan 
substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan 
berada di tangan negara-negara bagian (Ni’matul Huda, 2007: 50). 
b. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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1) Desentralisasi 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara 
kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara 
pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan 
distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. 
Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis 
maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah 
dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. 
2) Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan melalui 
dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat 
(aparat vertikal) yang berada dibawah hierarkinya di daerah, 
sedangkan penyerahan dalam rangka desentralisasi merupakan 
pendelegasian urusan kepada daerah otonom. 
3) Asas Tugas Pembantuan 
Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara 
Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan 
pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan tersebut 
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memberikan peluang kepada Daerah untuk berusaha mengatur dan 
mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri.  
Menurut M. Fauzan, terdapat tiga faktor yang menjadikan dasar 
pembagian fungsi, urusan tugas dan wewenang antara Pusat dan Daerah 
yakni:  
a) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan 
eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada 
pemerintah pusat; 
b) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan 
secara seragam atau standar untuk dikelola oleh pemerintah pusat 
mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan di dalam skala besar 
(economic of scale); dan  
c) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Fungsi ini melibatkan 
masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang 
standar (seragam). Fungsi demikian dapat dikelola oleh pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan 
kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing (M Fauzan, 2006: 
3).  
c. Prinsip Otonomi Daerah  
Menurut Penjelasan atas UU Nomor 32 Tahun 2004, prinsip 
otonomi daerah dibagi menjadi dua: 
1) Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 
semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah 
yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 
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peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
2) Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi 
nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dan untuk 
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan 
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah 
tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud 
dengan otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar 
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada 
dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 
nasional. 
Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 
seiring dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggungjawab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus 
selalu memperhatikan kepentingan dan aspirai yang tumbuh dalam 
masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 
menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, 
artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal 
yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 
menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya 
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan 
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara. 
d. Aspek Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
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Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam 
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan 
adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, 
wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam 
kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan 
untuk mengatur sendiri (selfgelen) dan mengelola sendiri (self besturen). 
Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan 
vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian 
vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu 
tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. 
Berdasarkan Pasal 18A UUD 1945, hasil amandemen kedua 
Tahun 2000, hubungan antara Pusat dan Daerah hanya dirumuskan secara 
garis besar, sehingga belum memberikan kejelasan tentang bagaimana 
hubungan antara Pusat dan Daerah itu dilaksanakan, namun demikian 
dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk 
memberikan gambaran dan menemukan pola hubungan antara Pusat dan 
Daerah. Pasal 18A UUD 1945 menentukan: 
1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keberagaman daerah; 
2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa secara garis besar hubungan antara Pusat dan Daerah, baik yang 
menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam 
pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan memperhatikan 
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kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-
undang.  
 
3. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 
Kepala Daerah. Peraturan Daerah menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 
Tahun 2004 meliputi: 
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 
provinsi bersama dengan gubernur; 
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuta oleh dewan perwakilan rakyat 
daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; 
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan 
desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut: 
 
a. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 
b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi; 
c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, 
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
d. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, 
atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya lima juta rupiah; 
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e. Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda; 
f. Perda dan Keputusan kepala daerah yang mengatur, dimuat dalam 
lembaran daerah; dan 
g. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 
pelanggaran Perda (PPNS Perda dan keputusan kepala daerah). 
Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/ 
Walikota dengan DPRD. Oleh karena itu, tata cara membentuk Perda harus 
ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah, yakni: 
a. Unsur DPRD 
Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu 
tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda 
berkaitan dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara 
tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif; 
 
b. Unsur Kepala Daerah 
Keikutsertaan kepala daerah dalam pembentukan Perda mencakup 
kegiatan: 
1) Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah memegang 
kekuasaan membentuk Perda; 
2) Bersama-sama DPRD membahas Raerda; 
3) Menetapkan Raperda yang telah disetujui DPRD mejadi Perda; dan 
4) Pengundangan. 
c. Unsur Partisipasi  
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Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD 
dan pemerintah daerah dalam menyususn dan membentuk Raperda atau 
Perda (Ni’matul Huda, 2007: 86). 
Lingkup wewenang membentuk Perda meliputi urusan rumah tangga 
di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. UU 
Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 menyebutkan Perda, di bidang otonomi, dapat 
mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak 
diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur 
substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang 
tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksankan substansi urusan 
pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. 
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan mengatur mengenai materi muatan Perda, yaitu seluruh 
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebh tinggi. Materi muatan 
mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan 
Peraturan Daerah. 
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, menentukan prinsip-prinsip 
pembentukan Perda sebagai berikut: 
a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 
bersama DPRD; 
b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas 
pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah; 
c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
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d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 
e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan Raperda; 
f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hokum, 
atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
g. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah ditetapkan 
untuk melaksanakan Perda; 
h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah; 
i. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 
pelanggaran Perda (PPNS Perda); dan 
j. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah dalam Berita Daerah. 
Maksud dari “bertentangan dengan kepentingan umum” menurut 
Penjelasan atas undang-undang ini adalah kebijakan yang berakibat 
terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan 
umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang 
bersifat diskriminatif. 
Pembentukan Perda baik yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 
2004 maupun menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 137, harus 
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan. 
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Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan, maksud 
asas-asas tersebut adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Disamping itu, juga 
harus diperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di 
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 
Materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk juga Perda, 
sebagaimana tertuang pada Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 harus 
mengandung asas: 
a. Pengayoman. Setiap peraturan perundang-undngan harus berfungsi 
memberikan perlindungan dalam ragka menciptakan ketentraman 
masyarakat. 
b. Kemanusiaan. Setiap materi muatannya harus mencerminkan 
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 
proporsional. 
c. Kebangsaan. Setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak 
bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
d. Kekeluargaan. Setiap materi muatan harus mencerminkan musyawarah 
untuk mencpai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 
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e. Kenusantaraan. Setiap materi muatan senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 
system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 
f. Bhinneka tunggal ika. Materi muatannya harus memperhatikan 
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, 
dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
g. Keadilan. Materi muatan harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Materi muatan 
tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 
belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 
sosial. 
i. Ketertiban dan kepastian hukum. Materi muatan harus dapat 
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 
kepastian hukum. 
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Materi muatan harus 
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 
negara.  
Perda juga dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun yang 
dimaksud dengan “biaya paksaan penegakan hukum” dalam Penjelasan atas 
UU Nomor 32 Tahun 2004 yakni sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan 
biaya kepada pelanggar Perda di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan 
pidana. 
 xlii 
4. Tinjauan Tentang Bhinneka Tunggal Ika 
Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan atau seloka yang 
tertulis pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara 
ini berupa Burung Garuda berkalung perisai yang melukiskan Pancasila. 
Helai-helai bulu pada tubuh dan sayap burung mengingatkan pada hari 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bulu pada 
sayap berjumlah tujuh belas helai. Kaki-kaki burung garuda mencengkeram 
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Diresmikan sebagai Lambang Negara 
sejak tanggal 17 Agustus 1950 (Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951). 
Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan 
kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Istilah Bhinneka Tunggal Ika, 
Wikipedia dalam situsnya menyebutkan, termuat secara jelas pertama kali 
dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga Majapahit 
terkenal yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar 
abad ke-14. Pada masa itu, frasa ini istimewa karena mengajarkan toleransi 
antara umat Hindu Siwa dengan umat Budha. Kutipan ini berasal dari pupuh 
139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini: 
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, 
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, 
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, 
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. 
 
Artinya: 
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenal? 
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal 
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam 
kebenaran.  
Pada zaman kemerdekaan, oleh para pemimpin Indonesia, termasuk 
seorang tokoh Pergerakan Nasional, yang kemudian menjadi sejarawan 
Indonesia, Prof. Mr. Muh. Yamin, seloka itu dijadikan salah satu semboyan 
Negara Republik Indonesia. Seloka ini dipilih karena sesuai dengan 
kemajemukan bangsa Indonesia yang mendiami Nusantara. 
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Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, besar dan 
kecil, dengan segala macam kekayaan dan sifatnya. Semua itu bersatu dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 
Agustus 1945. Sejarah kebangsaan Indonesia menunjukkan pergulatan antara 
perpecahan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Negara Kesatuan, 
Indonesia tidak lepas dari percobaan yang berusaha memecah belah, yang 
mementingkan kebhinnekaan dan melupakan ketunggalikaan.  
Dipandang dari sudut sosiobudaya pun Indonesia adalah Bhinneka 
Tunggal Ika. Bangsa Indonesia yang mendiami Nusantara terdiri dari 
bermacam-macam suku bangsa dan ras yang berbeda-beda asal usul dan 
keturunannya. Keanekaragaman ini sosiobudaya dan sifat geografis 
Nusantara mengakibatkan adanya beraneka ragam seni budaya, bahasa, adat 
istiadat, tata cara, kebiasaan, status sosial, agama, dan kepercayaaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, yang tumbuh dan berkembang di Nusantara ini. 
Letak geografis Nusantara yang strategis, antara Benua Australia dan 
Benua Asia, antara dua wilayah yang pernah mempunyai dua kebudayaan 
tinggi, yakni India dan Tiongkok, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, 
serta kekayaan alam yang dimilikinya, mengundang bangsa-bangsa lain untuk 
datang ke Nusantara. Hal ini memungkinkan bertemunya kebudayaan 
Nusantara dengan kebudayaan luar. Meskipun tidak jarang menimbulkan 
perbenturan, unsur-unsur kebudayaan luar itu telah pula memperkaya 
kebudayaan Nusantara, tanpa menghilangkan identitas Nusantara. Meskipun 
sering menimbulkan maslah, kemajemukan masyarakat Nusantara, bukan 
halangan bagi bersatunya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tahun 1928 
telah mempelopori untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa 
satu, yakni Indonesia. 
Kemajemukan dan keinginan mengutamakan kebhinekaan dengan 
melupakan ketunggalikaan sering menimbulkan masalah untuk menuju 
integrasi atau persatuan nasional. Tetapi kemajemukan kita, baik atas dasar 
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kesukuan, kedaerahan, golongan, keturunan, asal-usul, kebudayan, status 
sosial, agama, maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang 
ada dan harus diakui sebagai kekayaan nasional. Oleh karena itu, integrasi 
nasional maupun persatuan bangsa yang berdiri di atas kemajemukan itu 
harus ditegakkan atas dasar saling menghormati, tepo seliro, mempercayai, 
serta dilandasi oleh sikap kejujuran dan pengendalian diri. 
Jumlah pulau, dengan segala macam ragam dan perbedaannya, bukan 
penghalang untuk menuju Indonesia bersatu. Selat dan laut bukan lagi 
sebagai penyekat, namun penghubung atau rantai pengikat antara pulau-pulau 
di Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika menjamin kebebasan dalam kebudayaan, 
agama, kepercayaan, dan adat istiadat, serta menjamin setiap warga untuk 
berserikat dan mendapatkan nafkah. Akan tetapi, kebebasan bukan berarti 
setiap orang boleh bertindak semaunya. Kebebasan harus berarti 
bertanggungjawab dan bersama-sama meningkatkan harkat dan martabat 
bangsa. 
Persatuan bangsa atau integrasi nasional tidak harus mematikan 
kemajemukan bangsa yang ada. Persatuan nasional tetap dibangun di atas 
kemajemukan. Persatuan nasional yang dibangun adalah persatuan yang 
prinsipil, yang menyangkut dasar Negara, Pancasila dan UUD 1945. 
Persatuan nasional harus dapat menempatkan kepentingan nasional di atas 
kepentingan golongan maupun pribadi. Demikian pula sebaliknya, persatuan 
nasional harus dapat mengayomi semua golongan dalam masyarakat. 
5. Tinjauan Tentang Hukum Islam 
a. Pengertian 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian 
dari agama Islam. Sebagai sistem hukum maka terdapat beberapa istilah 
yang perlu dijelaskan: 
1) Syari’ah atau syari’at; 
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2) Fikih atau fiqh. 
Ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum 
Islam yang disebut (hukum) syari’at dan mana pula hukum Islam yang 
disebut (hukum) fikih. Menurut M. Daud Ali, pada pokoknya perbedaan 
antara keduanya adalah sebagai berikut: 
1) Syari’at  terdapat dalam al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits. Kalau kita 
berbicara tentang syari’at, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan 
sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Fikih terdapat dalam 
kitab-kitab fikih. Yang dimaksud fikih adalah pemahaman manusia 
yang memenuhi syarat tentang syari’at dan hasil pemahaman itu. 
2) Syari’at bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang 
lebih luas karena ke dalamnya, oleh banyak ahli. Dimaksudkan juga 
akidah dan akhlak. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya 
terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang 
biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. 
3) Syari’at adalah ciptaan Tuhan dan ketentuan Rasul-Nya dan karena itu 
berlaku abadi, sedang fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku 
abadi, dapat berubah dari masa ke masa. 
4) Syari’at hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu seperti 
terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib 
atau mazhab-mazhab itu. 
5) Syari’at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih 
menunjukkkan keragamannya (M. Daud Ali, 1990: 52). 
b. Ruang lingkup Hukum Islam 
Hukum Islam tidak membedakaan (dengan tajam) antara hukum 
perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem 
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hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada 
hukum publik ada segi-segi perdatanya.  
Jika bagian-bagian hukum Islam disusun menurut sistematik 
hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum 
publik  seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, 
menurut M. Daud Ali, susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah:  
1) Hukum perdata (Islam) adalah: 
a) Munakahat, mengatur segaal sesuatau yang berhubungan dengan 
perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; 
b) Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan 
pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. 
Hukum Kewarisan Islam disebut juga hukum fara’id; 
c) Muamalat, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan 
dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-
beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan 
sebagainya; 
2) Hukum publik (Islam) adalah: 
d) Jinayat, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah 
hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud jarimah 
adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana 
yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari hadd = 
batas). Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan 
ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran 
bagi pelakunya (ta’zir = ajaran atau pengajaran); 
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e) Al ahkam as sulthaniyah membicarakan soal-soal yang 
berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik 
pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; 
f) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
pemeluk agama dan negara lain; 
g) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum 
acara (M. Daud Ali, 1990:58). 
c. Sumber-sumber Hukum Islam 
Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum 
Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum 
Islam sering disebut dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum 
Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber 
hukum (dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut 
al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59, setiap muslim wajib menaati (mengikuti) 
kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri 
yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak 
Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam al-Qur’an, kehendak Rasul 
terhimpun sekarang dalam kitab-kitab hadits, kehendak “penguasa” 
termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk 
berijtihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan 
untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya itu 
yakni dari al-Qur’an dan dari kitab-kitab hadits yang memuat Sunnah 
Nabi Muhammad.  
1) Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama, 
yang memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji 
dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. 
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Perkatan al-Qur’an berasal dari kata kerja qara-a artinya (dia 
telah) membaca. Kata kerja berubah menjadi kata benda qur’an, yang 
secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau 
dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti 
ayat al-Qur’an yang pertama diturunkan di gua Hira’ yang dimulai 
dengan perkataan iqra’ artinya bacalah (M. Daud Ali, 1990: 70). 
Konsep “hukum” dalam al-Qur’an jauh lebih luas dari konsep 
hukum menurut hukum Barat. Sebab, selain dari kaidah-kaidah yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan 
antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga 
hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap 
lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak atau moral. 
Dengan demikian, konsep hukum menurut al-Qur’an adalah all 
comprehensive: meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat Pencipta-
nya yaitu Allah Penguasa alam semesta yang menguasai semuanya. 
Ini berarti bahwa hukum, menurut konsep al-Qur’an tidak dapat 
dipisahkan dengan iman (keyakinan, akidah, i’tikadiyah) dan akhlak 
seperti yang terdapat dalam ilmu hukum Barat yang memisahkan 
agama dan kesusilaan atau moral dari hukum.  
2) As-Sunnah atau al Hadits 
As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-
Qur’an, yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah 
fi’liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) 
Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia 
merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur’an. Ada 
pula ucapan Nabi yang disebut Hadits Qudsi yang tidak menjadi 
bagian dari al-Qur’an, namun di dalamnya Tuhan berbicara melalui 
Nabi. Hadits Qudsi adalah hadis suci yang isinya berasal dari Tuhan, 
disampaikan dengan kata-kata Nabi sendiri.  
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Dalam kepustakaan Islam, sering dijumpai perkataan Sunnah 
dalam makna yang berbeda-beda, disimpulkan oleh M. Daud Ali, 
tergantung pada penggunaan kata itu dalam hubungan kalimat, yaitu: 
a) Perkataan sunnah dalam istilah sunnatullah yang berarti hukum 
atau ketentuan-ketentaun Allah mengenai alam semesta, yang 
dalam dunia ilmu pengetahuan disebut “hukum alam” atau natural 
law. 
b) Perkataan sunnah dalam istilah sunnatur rasul yakni perkataan, 
perbuatan dan sikap diam Nabi Muhammad sebagai Rasulullah 
yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. 
c) Perkataan sunnah atau sunat dalam hubungannya dengan al-
ahkam al-khamsah yang merupakan salah satu kaidah dari lima 
kaidah hukum Islam yang bermakna anjuran, jika dikerjakan 
mendapat pahala (kebaikan), kalau tidak dilakukan tidak berdosa 
atau tidak apa-apa.  
d) Perkataan sunnah dalam ungkapan ahlus sunnah wal jama’ah 
(sering disingkat dengan Sunni saja) yaitu golongan umat Islam 
yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. 
e) Perkataan sunnah dalam arti beramal ibadah sesuai dengan contoh 
yang diberikan Nabi, sebagai lawan dari bid’ah yakni cara baru 
dalam beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para 
sahabatnya (M. Daud Ali, 1990: 91). 
Perkataan Sunnatur rasul atau Sunnah seperti pada huruf b 
diatas merupakan yang dimaksud sebagai sumber kedua hukum Islam.  
3) Akal Pikiran atau Ijtihad 
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Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia 
yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh 
kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang 
fundamental yang terdapat dalam al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum 
yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan 
merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat dilaksanakan 
pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau 
kaidah-kaidah hukum yang “pengaturannya” tidak terdapat dalam 
kedua sumber utama hukum Islam itu.  
Akal yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi 
sumber hukum Islam yang ketiga ini dalam kepustakaan disebut 
dengan istilah arra’yu atau ijtihad saja (M. Daud Ali, 1990: 102). 
Perkataan ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata jahada 
artinya bersungguh-sungguh atau menghabiskan segala daya dalam 
berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha 
atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap 
kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang 
memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas 
atau tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. 
Orang yang berijtihad disebut mujtahid (M. Daud Ali, 1990: 104). 
6. Tinjauan Tentang Maksiat 
a. Pengertian Maksiat 
Kata maksiat berasal dari Bahasa Arab “ma’siyah” yang artinya 
durhaka atau tidak patuh. Suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang 
telah digariskan oleh Allah SWT, seperti kedurhakaan umat pada masa lalu 
kepada para nabi dan ajaran yang dibawanya. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia disebutkan bahwa Maksiat adalah perbuatan yang melanggar 
perintah Allah; perbuatan dosa (tercela, buruk, dan sebagainya). Sedangkan 
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menurut Mochtar Effendy dalam Ensiklopedi Agama dan Filsafat, maksiat 
berasal dari bahasa Arab artinya yang membangkang, yang tidak mau 
melakukan susruhan Allah dan Rasul-Nya. Maka semua perbuatan yang 
menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan maksiat, dan 
karena itu wajib dijauhi karena berdosa.  
Dalam Kamus ilmu al-Qur’an, Ahsin W. Al Hafidz menyebutkan 
maksiat adalah perbuatan durhaka, dosa karena melanggar perintah Allah 
dan Rasul-Nya, seperti berjudi, berzina, mencuri, merampok, meminum 
minuman keras, memfitnah orang lain, dan sebagainya. Maksiat merupakan 
salah satu term diantara beberapa yang lainnya yang menunjukkan arti 
sesuatu yang tidak boleh dikerjakan/dosa. Term yang lain, yang 
menunjukkan sesuatu itu tidak boleh dikerjakan adalah ism/ asam, seperti 
dalam surat al-Baqarah:219, an-Nisa:48, asy-Syura:37, an-Najm:32, dan 
lain-lain. Menjauhi maksiat hukumnya adalah wajib menurut kesepakatan 
para ulama. 
Nabi Adam AS yang memakan buah kayu, yang dilarang oleh 
Allah SWT dalam surga karena tergoda oleh bisikan setan yang tidak mau 
sujud kepadanya juga disebut oleh Allah SWT telah melakukan maksiat 
(QS.al-Baqarah:35-36). Tetapi kemudian Nabi Adam AS merasa bersalah 
dan bertobat (QS.al-A’raf:23). Ada pula umat yang durhaka setelah 
didengarkan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, yakni ketika kaum 
Yahudi menyembah sapi, lalu Allah SWT melarangnya, namun mereka 
tetap melakukannya (QS.al-Baqarah:93). 
Perbuatan maksiat dapat dibagi dua yakni yang langsung tertuju 
kepada Allah, dan yang tidak langsung tertuju kepada Allah. Yang tidak 
langsung tertuju kepada Allah seperti durhaka atau berbuat maksiat kepada 
kedua orang tua dengan berkata “ah” atau menghardik keduanya (QS.al-
Isra’:23). Jika orang tua mengajak berbuat maksiat kepada Allah, dalam arti 
mempersekutukan Allah atau tidak mengikuti ajaran-Nya, maka anak tidak 
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boleh mengikuti mereka (QS.al-‘Ankabut:8 dan QS.Luqman:15). Ada pula 
perbuatan maksiat yang dilakukan melalui manusia atau benda-benda 
tertentu seperti memperjualbelikan atau mengambil keuntungan dari 
perbuatan maksiat. Misalnya, memperoleh jasa dari usaha pelacuran (mahr 
al-bagyi), membuka praktek perdukunan atau meramal nasib. Hal ini 
dilarang oleh syarak (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah). Begitu juga 
dengan meminum dan memperjualbelikan minuman keras dan yang 
sejenisnya (HR. al-Jamaah dari Jabir bin Abdullah). Berjudi dan yang 
sejenisnya juga termasuk perbuatan maksiat (QS.al-Ma’idah:90). 
Sedangkan perbuatan maksiat yang langsung kepada Allah adalah 
mempersekutukan Allah, bunuh diri, dan sebagainya. 
b. Macam-macam Maksiat dan Sanksi Hukumnya 
Perbuatan maksiat ada yang berkaitan dengan pelanggaran hak-
hak Allah atau kolektif dan ada pula yang berkaitan dengan hak-hak 
perorangan atau hak individu. Sanksi bagi pelakunya ada yang diterima di 
dunia dan ada yang di akhirat. Jika di akhirat, pelakunya akan memperoleh 
balasan neraka. Sanksi yang khusus diterima di akhirat adalah sanksi 
maksiat yang berkaitan dengan kemusyrikan dan ketidaktaatan manusia 
menjalankan perintah Allah.  
Dalam hal kemusyrikan, tidak ada ampunan dari Allah. Allah 
hanya akan memberi ampunan bagi kemaksiatan selain dari syirik (QS.an-
Nisa’:48 dan 116). Sementara ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah 
seperti tidak mengerjakan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib yang lain 
atau megerjakan larangan Allah seperti berdusta dan sebagainya, apabila 
tobat sebelum meninggal dunia, Allah akan mengampuni dosanya. Jika 
tidak tobat, maka pelaku maksiat akan menerima balasan setimpal nantinya 
di dalam neraka. 
Perbuatan maksiat dari segi sanksi hukum di dunia, ada beberapa 
kategori. Pertama, maksiat yang dikenakan hukuman kisas, yakni 
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pembunuhan (QS.al-Baqarah:178 dan QS.al-Maidah:45) atau merusak 
anggota badan seseorang. Pihak wali korban berhak menuntut kepada 
hakim untuk membalas pembunuhan itu atau menghilangkan anggota tubuh 
korban. Hak menuntut oleh ahli waris korban dijelaskan oleh Allah dalam 
surah al-Isra’ ayat 33. 
Kedua, maksiat yang dikenakan hukum hudud tanpa dikenakan 
denda lainnya seperti kafarat, yakni perbuatan zina atau pelacuran (QS.an-
Nur:2); mencuri seperti dijelaskan dalam surah al-Ma’idah ayat 38; 
meminum minuman keras (ijmak ulama), dan menuduh orang lain berbuat 
zina (qazf) tanpa disertakan dengan alat bukti yang kuat (QS.an-Nur:4). 
Pelaku maksiat zina atau pelacuran dikenakan hukuman dera sebanyak 
seratus kali. Pencuri dengan ukuran uang curian tertentu wajib dipotong 
tangannya. Bagi orang yang  menuduh orang lain berbuat zina tetapi tidak 
dilengkapi empat orang saksi, dikenakan hukuman dera sebanyak delapan 
puluh kali. Sanksi hukum untuk kategori maksiat ini telah ditetapkan oleh 
Allah, tidak boleh dikurangi, ditambah atau diubah. 
Ketiga, maksiat yang dikenakan kafarat karena menggauli istri di 
siang hari pada bulan Ramadan atau mengguli istri yang telah di zihar 
(menyamakan istri dengan (punggung) ibu). Pelakunya dikenakan denda 
atau kafarat dalam bentuk memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-
turut atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Sumpah yang 
dikenakan denda atau kafarat adalah sumpah seseorang yang akan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, 
tetapi sumpahnya itu ia langgar (QS.al-Ma’idah:89). Kafaratnya memberi 
makan sepuluh fakir miskin, memberi mereka pakaian atau memerdekakan 
budak. Jika ia tidak sanggup, maka diganti berpuasa selama tiga hari. 
Keempat, maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan tidak 
pula hukuman kafarat, tetapi ia dikenakan hukuman takzir (hukuman 
pengajaran) yang penentuan hukuman dan pelaksanaannya diserahkan 
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sepenuhnya kepada hakim, dengan ketentuan tidak melebihi hukuman 
hudud atau kafarat. Maksiat yang dikenakan hukuman takzir ini antara lain 
pencurian yang tidak mencukupi satu nisab dan tidak boleh dipotong 
tangannya, atau bertindak sebagai saksi palsu ataupun sumpah palsu. Begitu 
juga bagi orang yang mengetahui suatu makanan yang tidak halal, tetapi 
tetap ia makan, seperti memakan bangkai dan darah yang bukan karena 
terpaksa. Maksiat yang dikenakan hukuman takzir ini ada yang menyangkut 
hak-hak Allah atau hak kolektif dan ada yang menyangkut hak-hak 
perorangan. Al Qur’an tidak memerinci bentuk hukuman yang harus 
dijatuhkan kepada pelakunya, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim 
yang mengadilinya. Hukuman takzir bisa berbentuk tamparan, 
pengisolasian atau kurungan, yang semuanya berbentuk pengajaran untuk 
memperkokoh keimanannya kepada Allah dan sebagai pelajaran baginya 
untuk tidak berbuat lagi hal serupa di kemudian hari.  
Bentuk hukuman di dunia bagi pelaku maksiat sebagaimana 
disebutkan di atas belum menghapus hukumannya di akhirat. Penghapusan 
hukuman di akhirat merupakan hak prerogatif Allah. Namun, jika seseorang 
itu tobat dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan 
datang, Allah akan mengampuni segala kesalahannya.  
Perbuatan maksiat mempunyai ciri-ciri seperti yang ditulis oleh 
Muhammad bin Husain Al-Jizani diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Dasar larangan maksiat biasanya dalil-dalil yang khusus, baik teks 
wahyu (al-Qur’an, as-Sunnah) atau ijma’ atau qiyas; 
2) Maksiat bertentangan dengan hal yang disyariatkan karena maksiat itu 
berada di luar agama, serta tidak dinisbatkan padanya, kecuali jika 
maksiat ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, 
maka terkumpullah dalam maksiat semacam ini, maksiat dan bid’ah 
dalam waktu yang sama; 
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3) Dalam maksiat tidak ada keyakinan bahwa syariat itu belum sempurna, 
bahkan pelaku maksiat meyakini dan mengakui bahwa ia melanggar 
dan menyalahi syariat; 
4) Maksiat merupakan pelanggaran yang sangat besar ditinjau dari sisi 
melanggar batas-batas hukum Allah, karena pada dasarnya dalam jiwa 
pelaku maksiat tidak ada penghormatan terhadap Allah, terbukti dengan 
tidak tunduknya dia pada syariat agamanya; 
5) Pelaku maksiat adalah fasiq, gugur keadilannya, ditolak riwayatnya 
dengan kesepakatan ulama. Pelaku maksiat terkadang ingin taubat dan 
kembali; 
6) Pelanggaran maksiat bisa membesar jika diiringi praktek terus menerus, 
meremehkannya, terang-terangan, menghalalkan atau mengajak orang 
lain untuk melakukannya. Ia juga bisa mengecil bahayanya jika 
dibarengi dengan pelaksanaan yang sembunyi-sembunyi, terselubung, 














































4. Pernikahan yang tidak sah 
5. Pelecahan seksual 
6. Judi 
7. Penyalahgunaan narkoba 





Negara dalam arti luas merupakan kesatuan sosial yang diatur secara 
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara dilihat dari segi 
susunannya terdapat dua bentuk susunan Negara, yakni Negara yang bersusun jamak 
yang disebut Negara Federasi, dan Kesatuan Negara yang bersusunan tunggal, 
disebut Negara Kesatuan. dalam Negara Kesatuan. Dalam Negara Kesatuan dikenal 
dua jenis asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas sentralisasi dan 
desentralisasi. 
Di Indonesia, asas desentralisasi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 
memberikan kewenangan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan. Salah satu produk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut 
adalah Peraturan Daerah. Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan 
Daerah sebagai salah satu produk hukum Indonesia juga harus memperhatikan norma 
hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma adat. Bagi masyarakat Provinsi 
Gorontalo yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, berdasar norma-norma 
tersebut merasa perlu untuk membuat Peraturan Daerah dengan mengangkat nilai-
nilai budaya setempat yang bersendikan ajaran Islam atau Hukum Islam. Peraturan 
Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat ini mengatur pencegahan 
terhadap terjadinya zina, pelacuran, perkosaan, pernikahan yang tidak sah, pelecehan 
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1) Sejarah Provinsi Gorontalo 
 Gorontalo adalah salah satu dari dua provinsi baru di Pulau 
Sulawesi. Provinsi hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara ini 
berdiri pada tanggal 16 Februari 2001 berdasar UU Nomor 38 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Situs resmi Provinsi 
Gorontalo menyebutkan wilayah Gorontalo terbentuk kurang lebih 
400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain 
Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu 
menjai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur 
yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Seiring dengan penyebaran 
agama tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan 
masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondao (Sulawesi 
Utara), Boul Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulawesi Tengah) 
bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat 
pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis 
menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian 
utara). 
 Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di 
Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran 
sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024 H, kota 
Kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi 
Kelurahan Tuladenggi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi 
yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan 
Kelurahan Limba. 
  Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan 
dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh 
Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat 
pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara 
Afdeling Gorontalo. Wilayah ini meliputi Gorontalo dan wilayah 
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sekitarnya seperti Buol Toli-Toli, Donggala dan Bolaang 
Mongondow. 
 Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo 
berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat 
ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu 
ikatan kekeluargaan yang disebut “pohala’a”. Menurut Haga (1931) 
daerah Gorontalo ada lima pohala’a: 
a) Pohala’a Gorontalo; 
b) Pohala’a Limboto; 
c) Pohala’a Suwawa; 
d) Pohala’a Boalemo; 
e) Pohala’a Atinggola. 
 Berlakunya hukum adat di Gorontalo menjadikan Gorontalo 
termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di 
Gorontalo menyatu dengan istilah “Adat bersendikan Syara’ dan 
Syara’ bersendikan Kitabullah”. Pohala’a Gorontalo merupakan 
pohala’a yang paling menonjol diantara kelima pohala’a tersebut. 
Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. 
 Asal usul nama Gorontalo, arti katanya tidak diketahui secara 
pasti, namun kata “hulondalo” yang masih hidup hingga sekarang, 
dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan 
mengucapkannya maka diucapkan dengan Horontalo. Pengucapan 
tersebut bila ditulis menjadi Gorontalo. Pada tahun 1824 daerah Limo 
Lo Pohala’a dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu: 
a) Onder Afdeling Kwandang; 
b) Onder Afdeling Boalemo; 
c) Onder Afdeling Gorontalo. 
 Pada tahun 1920 pembagian tersebut berubah menjadi lima 
distrik, yaitu: 
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a) Distrik Kwandang; 
b) Distrik Limboto; 
c) Distrik Bone; 
d) Distrik Gorontalo; 
e) Distrik Boalemo. 
 Perubahan terjadi lagi pada tahun 1922. Gorontalo ditetapkan 
menjadi tiga Afdeling, yaitu: 
a) Afdeling Gorontalo; 
b) Afdeling Boalemo; 
c) Afdeling Buol. 
 Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo 
dengan dipelopori oleh H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka 
pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun wilayah 
Gorontalo berdaulat sendiri sampai tahun 1944. Perjuangan patriotik 
ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi 
imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh 
karena itu H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI 
sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.  
 Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa 
nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan pada saat 
“Hari Kemerdekaan Gorontalo” yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan 
bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal 
saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum 
nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan 
menjadi bagian dari Indonesia. Disamping itu, pada saat pergolakan 
PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan 
sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik 
Indonesia dengan semboyan “Sekali ke Djogdja tetap ke Djogjda” 
sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba 
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Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi 
bagian dari Negara Indonesia Timur. 
2) Letak Geografis 
 Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Gorontalo, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, 
lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang 
ke-32 di Indonesia secara geografis terletak diantara 0˚,30' - 1˚,0' 
Lintang Utara dan 121˚,0' - 123˚,30' Bujut Timur. Pasal 5 UU No.38 
Tahun 2000 menyebutkan Provinsi Gorontalo mempunyai batas 
wilayah: 
a) sebelah utara dengan Laut Sulawesi; 
b) sebelah timur dengan Propinsi Sulawesi Utara;  
c) sebelah selatan dengan Teluk Tomini; dan  
d) sebelah barat dengan Propinsi Selawesi Tengah. 
 Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.215,45 km². 
Jumlah penduduk pada sensus tahun 2000 mencapai 840.386 jiwa. 
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi 
Utara yang terdiri atas wilayah Kabupaten Gorontalo,  Kabupaten 
Boalemo, dan Kota Gorontalo.  Setelah resmi menjadi provinsi, 
wilayah ini dibagi menjadi empat wilayah kota/kabupaten: 
a) Kota Gorontalo, dengan ibukota Gorontalo; 
b) Kabupaten Boalemo, dengan ibukota Tilamuta; 
c) Kabupaten Bone Bolango, dengan ibukota Suwawa; dan 
d) Kabupaten Pohuwato, dengan ibukota Marisa.  
 Dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tersebut, mayoritas 
memeluk agama Islam sebagaimana data dalam tabel berikut: 
Agama 2000 2001 2002 2003 Satuan 
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Islam  835.514 853.094 872.948  orang 
Kristen  8.115 12.862 16.387  orang 
Katolik  1.613 2.328 2.525  orang 
Hindu 158 3.038 3.071  orang 
Budha 1.390 1.620 1.693  orang 
Sumber: http://www.gorontaloprov.go.id 
Tabel 1 
Data Pemeluk Agama Provinsi Gorontalo 
Sedangkan sarana ibadah yang ada di Provinsi Gorontalo adalah: 
Sarana Ibadah 2003 Satuan 
Masjid 1.484 buah 
Langgar/ Mushola  139 buah 
Gereja Kristen 107 buah 
Gereja Katolik/ Kapel 15 buah 
Pura/ Kuil/ Sanggah 9 buah 
Vihara/ Cetya/ Klenteng 4 buah 
Sumber: http://www.gorontaloprov.go.id  
Tabel 2 
Data Sarana Ibadah Provinsi Gorontalo 
 
3) Arti Lambang Provinsi Gorontalo: 
a) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian luar berbentuk 
perisai atau jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai 
pelindung kehidupan rakyat Gorontalo; 
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b) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian dalam 
berbentuk bulat lonjong atau bulat telur yang memberi makna 
adanya gagasan, ide atau cita-cita yang indah, yang kelak menetas 
menjadi sesuatu kesejahteraan hidup rakyat Gorontalo; 
c) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dengan bentuk dalam yang 
menampakkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna 
putih di tengah dan diikuti oleh posisi padi-bintang, kapas-rantai 
memberi makna adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam 
semua pola kehidupan masyarakat; 
d) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dapat dibuat dalam berbagai 
ukuran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dimana 
lambang tersebut ditempatkan; 
e) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo memiliki nuansa global: 
(1) Warna biru keunguan adalah warna yang memberi makna 
tenang, setia dan selalu ingin mempertahankan kebenaran dan 
harapan masa depan yang cerah; 
(2) Model pohon kelapa yang melengkung memberi makna gerak 
dinamis dan tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa 
depan; 
(3) Sayap maleo yang mengembang memberi makna dinamika 
siap untuk tinggal landas dan siap bersaing; 
(4) Buku yang terbuka melambangkan keinginan masyarakat 
untuk siap meraih prestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi serta Iman dan Taqwa secara terus menerus; 
(5) Bintang mengandung makna global jika dikaitkan dengan cita-
cita yang tinggi yaitu “Gantungkan cita-cita setinggi bintang di 
langit”; 
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(6) Pita mempunyai makna keinginan masyarakat Gorontalo 
untuk menyerap, merekam, dan memiliki ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
 
f)  Lambang Daerah Provinsi Gorontalo memiliki nuansa Nasional; 
(1) Padi dan Kapas yang mengandung makna kemakmuran dan 
kesejahteraan seperti pada Pancasila;  
(2) Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan 
kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. 
g) Lambang Daerah Provinsi Gorontalo memiliki nuansa lokal: 
(1) Bintang adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan 
filosofi “Adat bersendikan Syara’, syara’ bersendikan 
Kitabullah”; 
(2) Benteng; 
(3) Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan 
kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. 
h) Pemaknaan warna dan simbol-simbol lainnya dalam lambang : 
(1) Simbol rantai yang memberi makna pada peristiwa patriotik: 
(a) Rantai yang berjumlah 23 butir melambangkan tanggal 23 
Januari; 
(b) Kapas yang berjumlah 19 buah dan padi berjumlah 42 
butir melambangkan tahun 1942. 
(2) Sayap maleo yang berjumlah 16 helai melambangkan lahirnya 
Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001; 
(3) Warna: 
(a) Hijau mempunyai makna kesuburan; 
(b) Kuning mempunyai makna keagungan dan kemuliaan; 
(c) Putih mempunyai makna kesucian dan keluhuran; dan 
(d) Merah mempunyai makna keberanian dan perjuangan. 
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 4) Visi dan Misi 
 Visi Provinsi Gorontalo adalah Provinsi inovatif. Misi 
Provinsi ini adalah membangun Gorontalo yang mandiri, produktif 
dan religius. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka 
ditetapkan 10 bidang pembangunan yang harus ditangani, yaitu: 
a) Hukum dan kepemerintahan yang baik; 
b) Sosial, budaya, pendidikan dan agama; 
c) Ekonomi pembangunan; 
d) Investasi dan pengembangan kawasan; 
e) Kesehatan dan keluarga berencana; 
f) Politik dan pemerintahan; 
g) Komunikasi, informasi dan media massa; 
h) Ilmu dan teknologi; 
i) Sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
j) Keamanan dan ketertiban umum.  
b. Kewenangan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah 
1) UUD 1945  
 Rumusan Pasal 18A UUD 1945 Perubahan Kedua tentang 
hubungan antara Pusat dan Daerah hanya disebutkan secara garis 
besar, sehingga belum memberikan kejelasan tentang bagaimana 
hubungan antara Pusat dan Daerah itu dilaksanakan. Ketentuan Pasal 
18A UUD 1945 adalah: 
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; 
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang. 
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2) UU Nomor 22 Tahun 1999 
 Melalui Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 daerah diberi 
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan 
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Ayat (2) 
pasal ini menentukan kewenangan bidang lain tersebut meliputi 
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan 
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi 
dan standardisasi nasional. 
 Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah 
kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan 
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 
koperasi, dan tenaga kerja. 
 Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa: 
(1) Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup 
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 
Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang 
pemerintahan tertentu lainnya; 
(2) Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga 
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota; dan 
(3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup 
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. 
 Status provinsi yang dilematis (administratif dan otonom) dan 
peran ganda gubernur sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 tersebut 
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masih menganut integrated perfectoral system. Menurut Ni’matul 
Huda, alasan yang melandasinya antara lain: 
a) Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b) Menyelenggarakan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/ 
kota maupun yang belum atau tidak dapat ditangani oleh 
kabupaten/kota; 
c) Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan secara 
dekonsentrasi. 
 Dengan adanya upaya pemeliharaan hubungan yang serasi 
antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, maka Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 
tentang Pencegahan Maksiat dalam materi muatannya tidak 
bertentangan dengan perundang-undangan nasional Indonesia. Hal ini 
sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Perda ini.  
3) UU Nomor 38 Tahun 2000 
 Dalam UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Gorontalo telah ditentukan adanya kewenangan daerah bagi 
Provinsi Gorontalo. Pasal 8 UU ini berbunyi: 
a) Dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo, kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang 
bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang 
pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
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b) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Provinsi Gorontalo juga mempunyai kewenangan pemerintahan 
yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota; 
c) Kewenangan Provinsi Gorontalo sebagai wilayah administrasi 
mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 
Gubernur Gorontalo selaku wakil Pemerintah.   
4) UU Nomor 32 Tahun 2004 
 Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan 
pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya. 
 Pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis 
sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, 
pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan 
urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai 
dengan urusan yang didekonsentrasikan.  
 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah dibedakan atas urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004. Urusan wajib 
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan 
urusan dalam skala provinsi yang meliputi: 
a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
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d) penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e) penanganan bidang kesehatan; 
f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial; 
g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintas kabupaten/kota; 
j) pengendalian lingkungan hidup; 
k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;  
l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 
kabupaten/kota; 
o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan 
p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
  Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota. Urusan pemerintahan 
kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan 
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 
potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan 
tersebut antara lain, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, 
kehutanan, dan pariwisata. 
 lxx
 Ditinjau dari kewenangan Pemerintah Daerah atas urusan 
wajib sebagaimana Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Perda 
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat ini merupakan 
bentuk upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat bagi warga Gorontalo.  
c. Kedudukan Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat di 
Provinsi Gorontalo dalam Hierarki Perundang-undangan 
 Hans Kelsen dalam teorinya yang dikenal sebagai Stufentheorie 
atau Stufenbau des Recht (The hierarchy of Law) mengemukakan bahwa 
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 
suatu hierarki susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, 
bersumber, dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi. Norma yang 
lebih tinggi itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi lagi. Berdasar teori Hans Kelsen tersebut dapat dirinci hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat 
mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang lebih tinggi tetapi yang sebaliknya dapat. 
b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh 
atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi 
tingkatannya. 
c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah 
tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat 
apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi 
tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, 
walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-
undangan yang lebih rendah. 
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d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih 
tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang 
lebih rendah. Tetapi hal yang sebaliknya dapat. Namun demikian, 
tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi 
mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. 
Apabila terjadi hal yang demikian maka menjadi kaburlah pembagian 
wewenang mengatur di dalam suatu negara. Disamping itu, badan 
pembentuk perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut akan 
teramat sibuk dengan persoalan-persoalan yang selayaknya diatur oleh 
badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah (Budiman 
N.P.D. Sinaga, 2005:19). 
 Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen dengan teori 
Die Stufenaufbau der Rechtsordnung atau Die Stufenordnung der 
Rechtsnormen, yang mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, 
yaitu Grundnorm (Norma dasar), Grundgesetze (Aturan-aturan Dasar), 
dan Formelle Gesetze (Peraturan Perundang-undangan) berikut 
Verordnungen serta autonome Satzungen yang dapat digolongkan ke 
dalam peraturan-peraturan pelaksanaan (Ni’matul Huda, 2007: 99). 
1) Ketentuan Perda Menurut  UU Nomor 22 Tahun 1999 
  Pasal 69 UU Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan Kepala 
Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan 
selanjutnya menyebutkan bahwa Perda tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan umum, Perda lain dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
  Mengenai muatan Perda diatur dalam Pasal 71 yang 
menentukan Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan 
biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada 
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pelanggar. Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang 
tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan. 
  Dalam hal penyidikan dan penuntutan, Pasal 74 menentukan 
bahwa terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh 
Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain 
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
atas ketentuan Perda.  
  Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat ini 
menentukan ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Perda tentang 
Pencegahan Maksiat ini adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
Sedangkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 Perda ini diancam 
dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) atau sanksi administrasi pencabutan surat izin usaha. 
2) Ketentuan Perda Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 
 Dalam ketentuan umum undang-undang ini menyebutkan 
Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 
Kepala Daerah. Mengenai asas peraturan perundang-undangan 
ditentukan dalam Pasal 5 yang berisi bahwa dalam membentuk 
Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang 
meliputi: 
a) kejelasan tujuan; 
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b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d) dapat dilaksanakan; 
e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f) kejelasan rumusan; dan 
g) keterbukaan. 
 Sedangkan Pasal 6 menentukan bahwa materi muatan 






f) bhineka tunggal ika; 
g) keadilan; 
h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
 Selain asas-asas tersebut diatas, Peraturan Perundang-
undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum 
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan 
pada Pasal 7, yaitu: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
c) Peraturan Pemerintah; 
d) Peraturan Presiden;  
e) Peraturan Daerah. 
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 Dengan demikian, Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat ini termasuk peraturan perundang-undangan 
dalam urutan kelima.   
3) Ketentuan Perda Menurut  UU Nomor 32 Tahun 2004 
 Pasal 12 menentukan materi muatan Perda adalah seluruh 
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Sedangkan materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya 
dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Perda sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 
 Undang-Undang ini menentukan bahwa Perda dibentuk dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan 
tugas pembantuan. Pasal 136 juga menyebutkan Perda tersebut 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah, serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 Berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang tidak 
menyinggung mengenai asas pembentukan dan materi muatan Perda, 
dalam undang-undang penggantinya ini, Pasal 138 menyatakan bahwa 
materi muatan Perda mengandung asas sama seperti pada ketentuan 
Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004. 
 Selain asas sebagaimana tersebut diatas, Perda dapat memuat 
asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan. 
Masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 139. 
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 Mengenai muatan ketentuannya diatur dalam Pasal 143 yang 
menyatakan bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang 
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau 
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. 
Selain itu, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). Perda juga dapat memuat ancaman pidana denda 
selain dua hal tadi, sesuai dengan yang diatur dalam perundang-
undangan lainnya.  
 Ketentuan ancaman pidana bagi pelanggar Perda Nomor 10 
Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat ini adalah pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
 
2. Kesesuaian Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Van Vollenhoven telah membagi wilayah Indonesia menjadi 19 
daerah adat atau disebut dengan Rechtskring. Adapun 19 Rechtskring tersebut 
yaitu: 
a. Aceh, Gayo, Alas, Batak; 
b. Nias; 
c. Minangkabau, Mentawai; 
d. Sumatera Selatan, Enggano; 
e. Sumatera Timur, Lingga, Riau; 











p. Bali, Lombok; 
q. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura; 
r. Yogyakarta, Surakarta; 
s. Jawa Barat. 
 Provinsi Gorontalo merupakan Daerah adat ke-9 dari Daerah Hukum 
Adat tersebut. Budaya masyarakat Provinsi Gorontalo masih berlandaskan 
filosofi adat yang bersendikan syara’ atau syariat-syariat Islam. Syara’ yang 
mereka maksud bersendikan Kitabullah atau al-Qur’an. Filosofi ini pula yang 
menjadi salah satu landasan dibentuknya Perda tentang Pencegahan Maksiat 
yang materi aturannya meliputi pencegahan terjadinya: 
a. Zina  
Dalam hukum nasional Indonesia, Zina diatur dalam Pasal 284 
ayat (1) KUHP yang memberi ketentuan bahwa diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan: 
 Ke-1  a.  seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui 
bahwa  pasal    27 BW berlaku baginya; 
    b.  seorang wanita telah nikah yang melakukan zina; 
 Ke-2  a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal  
diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah; 
           b.  seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan 
perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut 
bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya. 
   Perda Provinsi Gorontalo mempunyai rumusan dalam Ketentuan 
Umumnya yang menentukan dalam Pasal 1 bahwa zina adalah perbuatan 
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bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh 
hubungan pernikahan. Pencegahan zina diatur dalam Pasal 3 yang 
berbunyi: 
(1) Setiap laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau 
berpasangan yang bukan suami istri, dilarang berada di tempat dan 
atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, 
kesusilaan dan adat istiadat. 
(2) Dilarang bagi setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan 
yang bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan 
suaminya. 
   Dalam Penjelasan Perda ini disebutkan bahwa tempat yang tidak 
patut menurut norma agama dan adat, misalnya di tempat-tempat sepi, 
dan lain-lain, yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan berduaan adalah perbuatan/sikap intim 
dua orang yang berlainan jenis kelamin, baik dalam keadaan duduk-
duduk, berjalan, berkendaraan, yang dilakukan berulang-ulang, diluar 
aktifitas pekerjaan.  
   Ketentuan pidana bagi pelanggar ketentuan Pasal ini adalah 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
b. Pelacuran 
   Hukum pidana Indonesia tidak memberikan larangan bagi 
seseorang yang melakukan praktik pelacuran. Larangan dan ancaman 
hukuman lebih ditujukan kepada germo atau seseorang yang mengambil 
keuntungan dengan cara membantu terjadinya perbuatan cabul. Beberapa 
daerah berinisiatif membuat larangan mengenai penyakit masyarakat ini 
dengan menerbitkan Perda yang berlaku diwilayahnya sendiri. KUHP 
mengatur pada Pasal 506: Barangsiapa menarik keuntungan dari 
perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. 
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   Pengaturan tentang pelacuran di setiap kota/kabupaten biasanya 
diatur dalam Perda. Pelarangan terhadap praktik pelacuran ini biasanya 
ditujukan kepada pekerja seksual komersial yang melakukan kegiatan-
kegiatannya di luar lokalisasi resmi yang ditetapkan.  
   Pelacuran dalam Perda adalah perbuatan seks komersial dengan 
perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Pencegahannya diatur 
dalam Pasal 4 yang meliputi: 
(1) Setiap orang dilarang mendirikan, menyediakan, atau melakukan 
praktek-praktek pelacuran; 
(2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah 
kost, dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin 
dalam satu kamar, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan 
sehingga diyakini bahwa keduanya adalah suami istri yang sah; 
(3) Pengelola dan atau penyewa hotel dan penginapan dilarang 
menyediakan dan atau memasukkan tukang pijat yang berlainan 
jenis kelamin ke dalam kamar; 
(4) Setiap hotel dan penginapan diwajibkan menyediakan kitab suci al-
Quran dan kitab-kitab suci lainnya, sajadah, dan petunjuk arah 
kiblat di setiap kamar; 
(5) Panti pijat dan salon kecantikan wajib memasang pintu atau sekat 
yang transparan, dan dilarang menggunakan pintu atau sekat yang 
tertutup rapat; 
(6) Tempat-tempat hiburan berupa kafe, bar, karaoke, pub dan diskotik 
dilarang menyediakan sarana maksiat dan mengadakan acara-acara 
tarian erotik, tarian telanjang dan sejenisnya. 
    
   Perda ini memberikan penjelasannya bahwa usaha-usaha dan 
praktek perzinaan seperti lokalisasi wanita tuna susila, penyediaan sarana 
pelacuran, mucikari/germo, atau kegiatan yang sejenis. Karena kecil 
kemungkinan setiap orang selalu membawa buku nikah, maka yang 
mudah untuk diperiksa adalah Kartu Tanda Penduduk kedua-duanya. 
Apabila alamat Kartu Tanda Penduduk mereka berbeda dapat diduga 
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bahwa keduanya bukan suami istri, kecuali dapat menunjukkan surat 
keterangan lainnya. Larangan hidup bersama otomatis berlaku pula bagi 
mereka yang belum sah sebagai suami istri (masih berstatus pacaran), 
baik menetap dalam satu rumah maupun di tempat lain. 
c. Pernikahan yang Tidak Sah 
   UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  Sedangkan perkawinan yang sah menurut Pasal 1 UU Nomor 
1 Tahun 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.  
   Sedangkan Perda Provinsi Gorontalo menyebutkan pernikahan 
yang tidak sah adalah pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan 
hukum agama yang bersangkutan. Untuk mencegah pernikahan yang 
tidak sah, setiap orang dilarang menikahkan seorang perempuan dengan 




d. Perkosaan  
   Pasal 285 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 
luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun”. Apabila ada perempuan yang 
mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak memenuhi isi Pasal 285 
KUHP tersebut tetap bisa melaporkannya dan menuntut pelaku dengan 
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menggunakan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan 
kesusilaan.  
   Ketentuan Umum Perda ini menyebutkan bahwa perkosaan adalah 
tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang laki-laki memaksa 
seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan. Pencegahan 
perkosaan dan pelecehan seks diatur dalam Pasal 6 yang meliputi: 
(1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar 
rumah tanpa ditemani muhrimya pada selang waktu pukul 24:00 
sampai dengan pukul 04:00, kecuali dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
(2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan;  
(3) Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba 
kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang 
minim dan atau ketat. 
   Penjelasan Perda ini menyebutkan yang dimaksud dengan 
‘muhrim’ adalah laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi menurut 
agama Islam, yaitu orang tua, anak, saudara, saudara sesusuan, ibu susu, 
keponakan, paman dan bibi, menantu, mertua, anak tiri, kakek nenek dan 
cucu. Ayat (2) dijelaskan bahwa busana sopan adalah busana yang tidak 
memperlihatkan paha (rok mini), belahan dada, pusar, ketiak dan pangkal 
lengan, dan tidak ketat. 
e. Pelecehan seksual 
Ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat menjerat seseorang 
pelaku pelecehan seksual: 
1) Pencabulan diatur dalam Pasal 289-296; 
2) Penghubungan pencabulan ditentukan pada Pasal 295-298 dan Pasal 
506; dan 
3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur pada Pasal 286-288. 
Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
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Pasal 286:  
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
Pasal 287: 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, 
bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita 
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan 
pasal 291 dan pasal 294.  
Pasal 288: 
(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita 
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan 
mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana  
penjara paling lama delapan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.  
Pasal 289:  
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun.  
Pasal 290:  
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
(1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;  
(2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya 
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;  
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(3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas 
tahun atau kalau umurnya tidak jelas atau yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar 
perkawinan dengan orang lain. 
Pasal 291: 
(1)  Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 
mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun;  
(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 
290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun.  
Pasal 292:  
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun. 
Pasal 293:  
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan 
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, 
diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun.  
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap 
dirinya dilakukan kejahatan itu.  
(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.  
Pasal 294:  
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak 
tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum 
dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, 
pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan 
bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama:  
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1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang 
penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,  
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam 
penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, 
rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke 
dalamnya.  
Pasal 295: 
(1) Diancam:  
1.  dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 
anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh 
orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 
bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 
2.  dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa 
dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan 
cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan 
oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya 
harus diduganya demikian, dengan orang lain.  
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau   
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.  
Pasal 296:  
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak lima belas ribu rupiah.  
Pasal 297:  
Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
Pasal 298:  
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 
281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 
No. 1 - 5 dapat dinyatakan.  
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(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 
292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan 
pencarian itu dapat dicabut.  
   Pelecehan seksual dalam Perda adalah merendahkan harkat dan 
martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau sekelompok 
orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat tertentu. 
Pengaturan pencegahannya sama dengan pencegahan perkosaan 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perda ini. 
f. Judi 
Perjudian tidak hanya dipandang sebagai penyakit sosial, namun 
tergolong tindak pidana menurut undang-undang. Pasal 303 dan Pasal 303 
bis KUHP menentukan: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau 
pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa 
tanpa mendapat izin:  
1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau 
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut 
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah 
untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 
dipenuhinya sesuatu tata-cara;  
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 
2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalakan 
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pencarian itu. 
3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana 
pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 
peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih 
mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya. 
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Pasal 303 bis: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 
1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan 
dengan melanggar ketentuan Pasal 303;  
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali 
kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi 
izin untuk mengadakan perjudian itu.  
2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran 
ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau 
pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.  
Selain KUHP, pada tahun 1974 diterbitkan UU Nomor 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 undang-undang ini berbunyi: 
“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Pada 
Pasal 2 ditentukan perubahan terhadap Pasal 303 KUHP sebagai berikut: 
1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh 
ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 
2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 
3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah 
menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.  
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Menyusul kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 
tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974. Pasal 1 PP ini 
menentukan: 
(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian 
dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-
tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain; 
(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan 
dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. 
   Judi dalam Perda ditentukan berupa kegiatan dan atau permainan 
dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara 
untung-untungan. Pengaturan pencegahan judi terdapat pada Pasal 8, 
yakni setiap orang dilarang memasuki dan atau berada ditempat-tempat 
yang menyelenggarakan perjudian. 
g. Penyalahgunaan Narkoba 
Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan 
melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. 
Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 
sepengetahuan dan pengawasan dokter. 
Penyalahgunaan Narkoba dalam Perda adalah memakai dan atau 
memperdagangkan dan atau menyimpan narkotika, phsikotropika, obat-
obat berbahaya dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai peruntukannya. 
Pencegahan pengedaran dan penyelenggaraan narkoba sebagaimana Pasal 
10 yaitu: 
(1) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, 
asrama, diskotik, pub, bar, karaoke, restoran, kafe, obyek wisata, 
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panti pijat, diwajibkan melakukan pencegahan terhadap peredaran 
dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya; 
(2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, 
asrama, diskotik, pub, bar, karaoke, restoran, kafe, obyek wisata, 
panti pijat, karena kelalainnya mengakibatkan terjadinya 
penyalahgunaan narkoba dilingkungannya dapat dihukum 
berdasarkan peraturan daerah ini. 
Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 ini diancam dengan pidana 
denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sanksi 
administrasi pencabutan surat izin usaha. 
h. Minuman Beralkohol 
Mengenai pengaturan minuman beralkohol terdapat pada KUHP. 
Pasal 300: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman 
yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;  
2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang 
umurnya belum cukup enam belas tahun; 
3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
orang untuk minum minuman yang memabukan.  
Pasal 492  
(1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu 
lintas, atau menggangu ketertiban, atau mengancam keamanan orang 
lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati 
dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar 
jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda 
paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. 
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak 
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang 
sama, atau karena hal yang sama, atau karena hal yang dirumuskan 
dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua 
minggu. 
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Pasal 536  
(1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, 
diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima 
rupiah. 
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak 
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang 
sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat 
diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. 
(3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan 
pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan 
paling lama dua minggu. 
(4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah 
pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya 
atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga 
bulan. 
Pasal 538:  
Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam 
menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau 
arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda 
paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Pasal 539:  
Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum 
atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk 
umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan 
atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus 
tujuh puluh lima rupiah. 
Minuman Beralkohol dalam Perda adalah minuman yang 
mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 
mengandung karbihidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan 
terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun 
yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau 
dengan cara mengencerkan minuman ethanol. Pasal 9 Perda ini mengatur: 
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(1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, kecuali di 
tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan daerah 
kota/kabupaten. 
(2) Setiap orang yang sudah minum dan atau mabuk akibat minuman 
beralkohol dilarang berkeliaran di tempat umum. 
i. Pornoaksi dan Pornografi 
Dalam KUHP pengaturan pornografi dan pornoaksi terdapat pada 
Pasal 282 yang berbunyi: 
1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di 
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya 
melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk 
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin 
tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam 
negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 
persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau 
menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling 
tinggi empat ribu lima ratus rupiah.  
2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di 
muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, 
memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari 
negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, 
atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat 
baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu 
me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. 
Pasal 533:  
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana 
denda paling banyak tiga ribu rupiah: 
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(1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-
terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan 
judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau 
benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja; 
(2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-
terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi para remaja; 
(3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta 
menawarkan tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang 
nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau 
dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa 
didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu 
birahi para remaja; 
(4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau 
benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan 
dibawah umur tujuh belas tahun; 
(5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka 
seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. 
Pornoaksi dalam Perda adalah segala tindakan, kegiatan dan atau 
perbuatan yang merangsang nafsu birahi. Pornografi dalam Perda adalah 
penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, 
baik dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya 
seni dan ilmu pengetahuan. Pencegahan pornoaksi dan pornografi 
tertuang dalam Pasal 7 yang berbunyi: 
(1) Setiap orang di tempat umum dilarang dengan sengaja 
mempertontonkan bagian tubuh dan atau bertingkah laku tidak 
senonoh sehingga dapat merangsang nafsu birahi. 
(2) Pemilik dan atau pengelola warung internet (warnet) dilarang 
memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakses situs-
situs porno di internet. 
Dalam penjelasannya, Perda ini menentukan bahwa untuk 
mencegah pengguna internet mengakses situs-situs porno, 
pemilik/pengelola warnet wajib menata meja komputer sedemikian rupa 
sehingga semua komputer berada dalam posisi membelakangi dinding 
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ruangan, sehingga pemilik/pengelola warnet dapat mengawasi aktifitas 
setiap pengguna internet. 
 
B. Pembahasan  
1. Kewenangan Daerah dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (5) menetukan bahwa: “Pemerintahan 
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Pemerintahan Pusat.” 
Sedangkan Pasal 18 ayat (6): “Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan.” 
Dengan demikian, pemerintahan daerah itu jelas merupakan subyek 
hukum dan secara hukum menyandang hak dan kewajiban konstitusional 
tertentu menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2), (3), dan (6) UUD 1945 
Pemerintahan daerah berhak atau berwenang untuk: 
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan; 
2) memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum; 
3) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat; 
4) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah pemerintahan diartikan sebagai 
subyek dalam arti luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian pemerintahan 
eksekutif, tetapi juga legislatif. Sedangkan dalam perumusan Pasal 18 UUD 
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1945, yang diartikan secara luas adalah “pemerintahan daerah” yang 
mencakup juga fungsi legislatif di daerah, sedangkan yang diartikan secara 
sempit adalah “pemerintahan daerah” yang hanya mencakup cabang eksekutif 
saja, yaitu gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat daerahnya 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Pasal-pasal baru mengenai pemerintahan daerah dalam UUD memuat 
berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru 
pula. Menurut Bagir Manan, hal tersebut nampak dari prinsip-prinsip dan 
ketentuan-ketentuan berikut: 
1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). 
Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu 
pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas 
pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan 
gagasan daerah membentuk pemerintahan mandiri di daerah yang 
demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam 
pemerintahan daerah. Gubernur, bupati, walikota semata-mata sebagai 
penyelenggara otonomi di daerah. 
2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). 
Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-
luasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah 
penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk 
menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 
dan menghindari pengebirian otonomi daerah menuju sentralisasi, maka 
sangat tepat, Pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-
luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi 
pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang 
diselenggarakan pusat. 
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3) Prinsip kekhususan dan keberagaman daerah (Pasal 18A ayat (1)). 
Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah 
tidak harus seragam (uniform). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan 
oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. 
4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)). Yang dimaksud 
masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (rechtgemeenschap) 
yang berasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, 
gampong, meusanah, huta, negorij, dan lain-lain. Masyarakat hukum 
adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritoril atau genealogis – yang 
memilki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan 
warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar 
sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan 
memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup 
yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain 
seperti kabupaten dan kota.  
Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum 
dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk 
mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada 
sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain 
karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk 
pada prinsip negara kesatuan. 
5) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Ketentuan ini mendukung 
keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus atau istimewa 
(baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau desa). 
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6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum 
(Pasal 18 ayat (3)). Hal ini telah terealisir dalam pemilihan umum anggota 
DPRD tahun 2004. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan dipilih 
secara demokratis. 
7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras 
dan adil (Pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diterjemahkan dalam UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan bahwa 
hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang 
dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat (5) dan (6)) (Ni’matul 
Huda, 2007: 51). 
Penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan kepada daerah baik yang berlandaskan pada desentralisasi, 
dekonsentrasi maupun tugas pembantuan menuntut pengaturan yang jelas 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik dalam 
penyelenggaraan antara tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi maupun 
kabupaten/kota. Karena walaupun daerah otonom tidak bersifat hierarkis 
namun urusan pemerintahan yang menjadi otonomi dari daerah otonom pada 
hakekatnya juga menjadi kepentingan pusat. Oleh karena itu, sinkronosasi 
dan sinergi dibutuhkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom dengan kewenangan yang dimiliki oleh 
pusat. 
Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup 
urusan pemerintahan yang luas berupa kewenangan kepada daerah untuk 
diatur dalam Perda. Ketentuan tersebut bermakna bagi para pejabat di 
lingkungan pemerintahan daerah yang bertugas merancang suatu Perda harus 
mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi yang terkait dengan substansi Raperda.  
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Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat lahir 
sebagai bentuk kewenangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan dengan memperhatikan keadaan khusus dan keragaman daerah. 
Masyarakat Gorontalo yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat 
membutuhkan pengaturan yang menjamin dan mendukung terwujudnya 
kehidupan bermasyarakat dengan nilai-nilai adat tersebut. Dengan berdasar 
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait 
dengan substansi Perda tentang Pencegahan Maksiat ini, maka pembentukan 
Perda tidak akan terjadi tumpah tindih dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya terutama pada hukum nasional Indonesia. 
Proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep Raperda 
merupakan hal yang harus ditempuh. Pengharmonisan adalah upaya untuk 
menyelaraskan sesuatu yang dalam hal ini Perda sebagai salah satu jenis 
peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam suatu 
hierarki maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar 
dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa Perda merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dan utuh dari keseluruhan sistem peraturan 
perundang-undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, 
kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar 
peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif.  
Di samping itu, pengharmonisan peraturan perundang-undangan 
sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya 
pembatalan oleh pemerintah atau pun diajukannya permohonan pengujian 
peraturan perundang-undangan kepada Kekuasaan Kehakiman yang 
kompeten. Pengharmonisasian akan menjamin proses pembentukan Raperda 
dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Adapun aspek-aspek yang 
perlu diharmonisasikan, terdapat dua aspek yaitu yang berkaitan dengan 
materi muatan dan teknik penyusunannya. Hal itu telah diatur dalam UU 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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Perda tentang Pencegahan Maksiat meskipun ketika disusun pada 
tahun 2003 dan UU Nomor 10 Tahun 2004 belum lahir, namun materi 
muatannya sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik. Dalam hal penyusunannya juga telah berdasar pada UU Nomor 22 
Tahun 1999 dimana Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan 
DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Perda tentang Pencegahan Maksiat, menurut penulis, juga tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum, Perda lain dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, bahkan Perda dibuat demi ketentraman dan keamanan 
masyarakat Gorontalo secara luas. 
 
2. Kesesuian Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
a. Landasan Yuridis 
Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan 
disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-
undangan. Tata urutannya menunjukkan tingkatan-tingkatan dari masing-
masing peraturan. Tingkat paling atas merupakan aturan yang lebih tinggi 
daripada tingkat dibawahnya dan demikian seterusnya sampai pada tingkat 
paling rendah. Adanya tata urutan tersebut mengandung konsekuensi 
hukum bahwa tingkat yang lebih rendah tidak boleh mengandung materi 
yang bertentangan dengan materi yang dimuat dalam peraturan yang lebih 
tinggi. Hal ini tentunya sesuai dengan asas hukum lex superior deregat 
inferiori (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya 
di bawahnya). 
Tata urutan peraturan perundang-undangan seperti itu, menurut 
Bagir Manan, mengandung beberapa prinsip: 
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1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat 
dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya; 
2) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber 
atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan 
tingkat lebih tinggi; 
3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak 
boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya; 
4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti 
atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
atau paling tidak dengan yang sederajat; 
5) Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur 
materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, 
walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang 
lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih 
khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih umum (Ni’matul Huda, 2007: 102). 
Ditinjau dari prinsip-prinsip tersebut, maka Perda disusun dengan 
memperhatikan prinsip bahwa Perda harus berlandaskan pada perundang-
undangan yang lebih tinggi, Perda bersumber atau memiliki dasar hukum 
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan isi atau muatan 
Perda tidak menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari konsideran Perda 
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat yang menyebutkan 
landasan perundang-undangan yang lebih tinggi yang digunakan sebagai 
dasar dibentuknya Perda Nomor 10 Tahun 2003 ini. 
Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan bahwa materi 
muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
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otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi.  
Perda tentang Pencegahan Maksiat ini merupakan pelaksanaan 
penyelenggaraan otonomi daerah dengan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Adapun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
yang digunakan sebagai landasan pembuatan dan dasar materi muatan 
Perda Nomor 10 Tahun 2003 adalah: 
1) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Daerah Adat; 
2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
4) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
5) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
6) UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 
7) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 
8) UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; 
9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 
dan 
10) Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Keputusan Presiden. 
Landasan Perda ini belum menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2004 
dan UU Nomor 32 Tahun 2004 karena Perda ini lahir pada tahun 2003 
sebelum adanya kedua undang-undang tersebut. Meskipun demikian, Perda 
ini tidak bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU Nomor 
32 Tahun 2004 karena substansi kedua undang-undang tersebut mengenai 
ketentuan pembentukan Perda yang terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 
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1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tidak bertentangan dengan kedua 
undang-undang yang lahir pada tahun 2004 tersebut. 
 b. Landasan Filosofis 
Bagi masyarakat Gorontalo yang masih berpegang teguh dengan 
filosofi adat, tentu hal ini harus diperhatikan dalam pengaturannya untuk 
menjadikannya sebagai materi muatan Perda. Keinginan masyarakat 
Gorontalo untuk mempertahankan sendi-sendi filosofi adat tidak bisa 
disalahkan. Apalagi jika mengingat berbagai bentuk maksiat sudah sangat 
meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban serta sendi-sendi 
kehidupan masyarakat lainnya karena perbuatan tersebut bertentangan 
dengan norma-norma agama, kesusilaan dan norma adat. Hal-hal inilah 
yang menjadi pertimbangan munculnya Perda tentang Pencegahan Maksiat 
ini.  
Jika dilihat dari sejarah Gorontalo, filosofi adat yang sudah berakar 
dalam kehidupan masyarakat Gorontalo dengan nuansa keislamannya  
disebabkan sejak zaman nenek moyang mereka wilayah Gorontalo 
merupakan salah satu pusat penyebaran ajaran Islam di Indonesia Timur. 
Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang 
strategis. Antara agama dan adat di Gorontalo akhirnya menyatu yang oleh 
masyarakat Gorontalo menjadi istilah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ 
bersendikan Kitabullah”. Syara’ merupakan ajaran Islam dan Kitabullah 
adalah al-Qur’an atau sumber hukum Islam. Jika Aceh mendapat julukan 
Serambi Mekah, maka Gorontalo dikenal dengan julukan Serambi 
Madinah. 
Filosofi “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan 
Kitabullah” tidak hanya ungkapan lisan saja, namun sudah menjadi slogan 
resmi. Makna resmi Lambang Provinsi Gorontalo menyebutkan: Bintang 
adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan filosofi “Adat 
bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah”. Selanjutnya Rantai 
 c 
mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam 
kerangka Bhineka Tunggal Ika. Lambang yang berbentuk dalam yang 
menampakkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna putih di 
tengah dan diikuti oleh posisi padi-bintang, kapas-rantai memberi makna 
adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam semua pola kehidupan 
masyarakat. Keserasian tersebut juga menjadi bagian dari misi Provinsi 
Gorontalo. 
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menentukan: “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa: 
1) UUD 1945 mengakui keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi syarat seperti 
yang dimaksud dalam UUD 1945; 
2) Negara melalui organ-organ Negara yang dimilikinya diharuskan 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya itu sebagaimana mestinya. Artinya, 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu secara jelas memiliki hak 
konstitusional untuk diakui dan dihormati oleh para penyelenggara 
Kekuasaan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Jimly 
Asshiddiqie, 2007: 505). 
Pengakuan dan penghormatan itu, menurut Jimly Asshiddiqie, harus 
dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan negara, termasuk apabila kesatuan 
masyarakat hukum adat tersebut menemukan kenyataan bahwa hak-hak 
konstitusionalnya itu dilanggar oleh undang-undang yang dibentuk oleh 
DPR bersama-sama dengan presiden. Jika demikian maka kesatuan 
masyarakat hukum adat tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian 
undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan 
Pasal 51 ayat (1) butir b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi yang berbunyi: 
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 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu: 
1) perorangan warga negara Indonesia; 
2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
3) badan hukum publik atau privat; atau 
4) lembaga Negara.”  
Jimly Asshiddiqie mengartian bahwa setiap kesatuan masyarakat 
hukum adat tidak hanya diakui dan dihormati di atas kertas, tetapi juga 
diakui memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau standi in judicio 
untuk mempersoalkan setiap keputusan kenegaraan yang merugikan hak-
hak konstitusionalnya, seperti menguji konstitusionalitas (constitusional 
review) undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan 
Presiden. 
 c. Landasan Sosiologis 
Pada tahun 2002, dari jumlah 896.624 jiwa penduduk Gorontalo, 
872.948 jiwa adalah pemeluk agama Islam. Berarti mayoritas masyarakat 
Gorontalo adalah Muslim yakni mencapai 97 %. Pada tahun 2003, dari 
1.758 sarana ibadah, 1.623 diantaranya adalah sarana ibadah bagi umat 
Islam. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat Gorontalo 
memang membutuhkan pengaturan kehidupan bermasyarakat yang tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam.  
Nuansa ajaran Islam yang menjadi latar belakang dibentuknya Perda 
tentang Pencegahan Maksiat ini tidak bertentangan dengan asas Bhineka 
Tunggal Ika. Perundang-undangan nasional Indonesia, dalam hal ini KUHP 
merupakan adopsi dari hukum Barat dan peninggalan penjajah Belanda 
yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda dengan falsafah kehidupan yang 
dianut bangsa Indonesia. Hukum Barat mengutamakan kebebasan, 
menonjolkan hak-hak individu, dan kurang berhubungan dengan masalah 
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moral. Perda tentang Pencegahan Maksiat merupakan cermin budaya asli 
masyarakat Gorontalo yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Disisi 
lain, adat masyarakat Gorontalo bersendikan syariat atau ajaran agama 
Islam sejak zaman dahulu. Meski beberapa Pasalnya bernuansa ajaran 
Islam, Perda ini hanya bermaksud menciptakan kehidupan masyarakat yang 
tertib dan aman. Kebebasan beribadah bagi pemeluk agama juga dijamin 
oleh UUD 1945 yakni pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.  
Pengaturan hukum dalam Perda tentang Pencegahan Maksiat sudah 
ada dalam hukum nasional. Dalam penjelasannya, Perda ini menyatakan 
bahwa ketentuan hukum mengenai maksiat sudah diatur dalam Undang-
Undang. Oleh karenanya, dalam Perda ini yang diatur adalah celah-celah 
yang belum diatur dalam Undang-Undang yang selama ini masih 
memungkinkan orang melanggar Undang-undang. Fokus pengaturan Perda 
ini lebih berorientasi pada tindakan pencegahan (preventif) agar tidak 
terjadi perbuatan maksiat tersebut. Dengan demikian, Perda ini bersifat 
melengkapi Undang-Undang dan sama sekali tidak tumpang tindih dengan 
Undang-Undang yang telah ada.   
Perda tentang Pencegahan Maksiat ini memuat materi-materi yang 
hanya bersifat pencegahan terjadinya pelanggaran atau pidana yang telah 
diatur dalam undang-undang. Penjelasan Perda yang menyebutkan bahwa 
Perda ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang telah ada 
adalah benar, karena hukum yang dibuat hanyalah pencegahan.  
d. Kandungan Nilai-Nilai Islam dalam Perda tentang Pencegahan Maksiat 
Landasan “Adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan 
Kitabullah” mengandung pengertian bahwa materi muatan Perda 
merupakan cerminan adat masyarakat Gorontalo. Sedangkan adat tersebut 
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mengandung unsur-unsur syariat Islam yang berpedoman pada Kitabullah 
atau al-Qur’an atau sumber-sumber hukum Islam.  
Adapun nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi materi muatan Perda 
tentang Pencegahan Maksiat, terdapat pada pengaturan nilai-nilai moral 
yang dituangkan dalam rumusan peraturannya. Sampai sekarang ini 
pengaturan mengenai nilai-nilai moral dalam suatu produk perundang-
undangan di Indonesia masih menjadi perdebatan. Menurut penulis, dengan 
melihat fenomena maraknya perbuatan yang melanggar nilai-nilai 
kesusilaan atau dalam istilah Islam disebut dengan maksiat, menjadikan 
pengaturan mengenai pelanggaran nilai-nilai moral oleh alat kekuasaan 
pemerintah atau negara itu tetap dibutuhkan.  
Maksiat dalam Perda ini disebutkan sebagai perbuatan yang 
merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-
norma agama, kesusilaan dan adat. Perda membatasi perbuatan maksiat 
yang diatur hanya meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, 
judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan 
pornografi. Sedangkan pencegahan maksiat adalah berupa upaya 
pencegahan terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat. Adapun 
pengaturan perbuatan maksiat tersebut adalah: 
1) Zina, Perkosaan, Pelacuran, Pelecehan Seksual 
Perda tentang pencegahan maksiat membuat rumusan mengenai 
zina lebih luas dari pada rumusan dalam KUHP. Rumusan zina dalam 
Perda ini tidak menentukan pelakunya adalah orang yang sudah 
berstatus menikah atau belum berstatus menikah. Rumusannya hanya 
menyebutkan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Sedangkan 
dalam KUHP ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah zina 
manakala salah satu atau kedua pelaku sudah berstatus menikah. Penulis 
melihat rumusan Perda tersebut mengambil dari hukum Islam (jarimah) 
mengenai zina.  
 civ 
Jarimah atau hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin 
di luar nikah adalah zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik 
pelaku sudah kawin atau belum kawin, dilakukan dengan suka sama 
suka atau tidak. Al-Qur’an menyebutkan: “Perempuan dan laki-laki 
yang berzina hendaklah kamu dera (lecut) masing-masing seratus kali, 
janganlah kamu merasa kasihan kepada mereka dalam melaksankan 
(hukum) agama Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh 
segolongan orang mukmin” (QS.an-Nur:2). 
Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa ancaman pidana 
jarimah zina adalah dera (lecut) seratus kali. Hukuman zina juga 
disandarkan pada hadits yang berbunyi: “Terimalah dariku! Terimalah 
dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. 
Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan 
diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang 
berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu” (HR. Muslim dari 
‘Ubadah bin Shamit). 
Dapat disimpulkan pula bahwa ada dua macam zina, yaitu: 
a) zina muhshan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah 
kawin; 
b) zina bukan muhshan (ghairu muhshan), yaitu zina yang dilakukan 
orang-orang yang belum pernah kawin.  
Unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu persetubuhan yang 
diharamkan, dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. 
Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan 
pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman hadd untuk zina. 
Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukuman si pemaksa itu bisa 
dijatuhkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan (A. Rahmat 
Rosyadi, Rais Ahmad, 2006: 132). Hukuman  hadd adalah hukuman 
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yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur’an atau sunah rasul dan telah 
pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan 
macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang 
termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, 
zina, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah (Ahmad Azhar 
Basyir, 2006: 7). 
Sedangkan perbuatan maksiat yang merupakan bentuk 
pendahulunan dari zina diancam dengan hukuman ta’zir. Ta’zir menurut 
Al-Mawardi  adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 
dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ (Ahmad 
Wardi Muslich, 2005: 249). Dengan kata lain, ada yang macamnya 
disebutkan dalam  nas tetapi macam hukumannya diserahkan kepada 
penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah 
maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada 
penguasa (Ahmad Azhar Basyir, 2006: 8). Contoh perbuatan tersebut 
seperti berpelukan, berciuman, bersunyi-sunyi dengan wanita asing 
(bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang, dan 
sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan 
rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus 
dikenai hukuman ta’zir (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 8). Larangan 
perbuatan maksiat tersebut terdapat pada Surah al-Isra’: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan 
yang buruk” (QS.al-Isra’:32). 
Diharamkannya berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita 
asing (bukan muhrim) dinyatakan dengan tegas dalam hadits: 
“Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu untuk 
bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang 
ketiga di antara keduanya adalah setan” (HR. Ahmad). 
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Ketentuan Perda Pasal 3 dan 4 telah sesuai dengan dalil-dalil 
jarimah dalam hukum Islam. Meskipun rumusan pengertian zina kurang 
jelas, namun untuk larangan atau pencegahan terjadinya zina dan 
pelacuran sudah jelas. Rumusan ini juga tidak bertentangan dengan 
KUHP karena hanya mengatur lingkup yang memungkinkan orang 
melakukan perbuatan maksiat tersebut.  
Pencegahan perkosaan dan pelecehan seksual dalam Perda ini 
lebih ditujukan pada pihak perempuan saja, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 6 Perda ini. Materi muatan Pasal 6 yang terdiri dari tiga 
ayat ini kental dengan ketentuan Islam bagi perempuan dalam hal 
berbusana atau menutup aurat dan adab bepergian bagi perempuan.  
Dalam Islam, perempuan dewasa wajib untuk menutup auratnya 
sebagaimana ketentuan dalam al-Qur’an: 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman,”Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami 
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-
putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-
saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki 
mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau 
wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah 
kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung” (an-Nuur:31). 
Dalam hadits juga terdapat ketentuan: 
“Telah berkata Aisyah r.a. “Sesungguhnya, Asma’ binti Abu 
Bakar menemui Nabi SAW dengan memakai busana yang tipis, 
maka Nabi berpaling daripadanya dan bersabda, “Hai Asma’, 
sesungguhnya apabila wanita itu telah baligh (sudah haid) tidak 
boleh di lihat daripadanya kecuali ini dan ini, sambil 
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mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya” (HR. Abu 
Daud). 
 “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda ,’Ada dua 
kelompok orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, 
yaitu orang yang mempunyai cambuk seperti ekor lembu, yang 
dengan cambuk itu ia suka memukulkannya kepada sesama 
manusia, dan orang-orang perempuan yang berpakaian seperti 
orang telanjang, merayu-rayu dan melenggok-lenggok, 
membesarkan kondenya seperti punggung unta. Mereka tidak 
akan mencium harumnya surga dan sesungguhnya harumnya itu 
akan didapatnya sejauh perjalanan sana dan sini” (Riyadhus 
Shalihin, Imam Nawawi). 
 
Sedangkan ketentuan mengenai adab bepergian bagi perempuan 
berupa penjagaan mahram kepada perempuan jika ia bepergian jauh:  
 “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,’Tidak halal bagi 
seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
untuk bepergian yang memakan waktu sehari semalam kecuali 
bersama muhrimnya” (Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi). 
Meskipun Perda tidak mengatur sama seperti dalam syariat 
Islam, namun menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 6 Perda tentang 
Pencegahan Maksiat ini mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai 
ketentuan Islam tersebut diatas.  
2) Pornoaksi dan  Pornografi  
Pornografi merupakan istilah dari Barat. Berasal dari bahasa 
Yunani, pornographia, yang bermakna tulisan atau gambar tentang 
pelacur. Istilah ini muncul pertama kali di Inggris pada masa Ratu 
Victoria (1837-1901). Dalam kitab suci apapun tidak ada istilah ini 
secara definitif. Meski demikian, tidak berarti agama-agama besar dunia 
tidak mengenalnya (Azimah Soebagijo, 2008: 74). Hakikat pornografi 
terdapat pada istilah zina untuk agama Islam, Kristen, dan Katolik.  
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Pornografi dalam Islam masuk dalam kategori zina. Islam 
bahkan melarang untuk sekedar mendekatinya, “Janganlah kamu 
mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu 
jalan yang buruk” (QS.al-Isra’:32). Menurut Abdullah ibn Muhammad 
ibn Qudamah, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi: 
“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya 
adalah haram” (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 9).  
Secara bahasa, zina berarti hubungan kelamin yang terjadi 
antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan akad nikah. Ia termasuk 
dosa besar yang penyebutannya seiring dengan perbuatan syirik dan 
membunuh: 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta 
Allah dan tidak membunuh jiwa diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapat pembalasan dosanya yakni akan dilipatgandakan azab 
untuknya pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu dalam 
keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertobat…”(QS.al-
Furqan:68-70). 
Meski demikian, zina bukan hanya berarti hubungan seks antara 
laki-laki dan perempuan tanpa ikatan akad nikah. Islam juga mengenal 
perbuatan yang merupakan bagian dari zina. Nabi Muhammad SAW 
bersabda: 
“Pasti dicatat bagi anak Adam bagiannya daripada zina. Ia pasti 
mengetahuinya: dua mata berzina dengan memandang, dua 
telinga berzina dengan mendengarkan, lisan berzina dengan 
berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina 
dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkan dan 
berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh 
kemaluan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). 
Dalil tersebut bermakna jenis perbuatan zina yang tidak 
menyebabkan jatuhnya hukuman, namun tetap menyebabkan pelakunya 
berdosa, yaitu zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran. Dengan 
demikian, pornografi dan pornoaksi termasuk zina yang tidak terkena 
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hukuman langsung (hadd), namun tetap membuat pelakunya berdosa. 
Dalam hal pornografi, daya rangsangnya terhadap hasrat seksual 
seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian 
melalui pendengaran. Berbagai penelitian tentang media pornografi 
yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah VCD porno, situs-
situs porno di internet, gambar/foto-foto, baru kemudian melalui lirik-
lirik vulgar di lagu-lagu dan party line (sambungan telepon mesum), 
tulisan/buku, dan sebagainya (Azimah Soebagijo, 2008: 77). 
Konteks dosa dalam Islam terutama untuk mencegah manusia 
terjerumus ke dalam maksiat yang lebih besar yaitu zina kemaluan. 
Demikian kerasnya Islam mengharamkan zina, sehingga bentuk 
perintahnya memakai kata ‘la taqrabuu’ (jangan dekati), bukan dengan 
kata ‘la taf’aluu’ (jangan lakukan) (Azimah Soebagijo, 2008: 77).  
Islam juga mendahulukan pencegahan pengikutnya terhadap 
zina. Bentuk-bentuk pencegahan ini bersifat langsung mengatur 
perilaku orang Islam terutama dalam bermuamalah (berhubungan secara 
sosial): 
a) Perintah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya: 
 “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; 
yang demikin itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (an-Nuur:30). 
b) Perempuan dewasa wajib menutup auratnya: 
 “Katakanlah kepada wanita yang beriman,”Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau 
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau 
putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, 
atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
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perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak 
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung” (an-Nuur:31). 
c) Larangan berpakaian seperti orang telanjang: 
 “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ’Ada dua 
kelompok orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, 
yaitu orang yang mempunyai cambuk seperti ekor lembu, yang 
dengan cambuk itu ia suka memukulkannya kepada sesama 
manusia, dan orang-orang perempuan yang berpakaian seperti orang 
telanjang, merayu-rayu dan melenggok-lenggok, membesarkan 
kondenya seperti punggung unta. Mereka tidak akan mencium 
harumnya surga dan sesungguhnya harumnya itu akan didapatnya 
sejauh perjalanan sana dan sini” (Riyadhus Shalihin, Imam 
Nawawi).  
Nabi SAW juga berwasiat kepada para pemuda dalam salah satu 
haditsnya. Hadits ini juga merupakan bukti penjagaan Islam terhadap 
potensi terjerumusnya pemuda kepada zina (pornografi). Bunyi hadits 
tersebut adalah: 
“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu 
menikah, maka menikahlah, karena dengannya lebih dapat 
menundukkan pandangan dan menjaga kesucian kemaluan. 
Barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, 
karena puasa itu penangkal syahwat” (HR. Bukhari dan 
Muslim). 
Pengaturan secara tegas mengenai pornografi dan pornoaksi 
dalam hukum  nasional Indonesia masih menjadi perdebatan. Berbeda 
dengan KUHP, Ketentuan Umum Perda ini merumuskan pornografi dan 
pornoaksi dengan lebih sederhana namun langsung mencakup pada 
pelaku pornografi dan pornoaksi itu sendiri. Dalam hal pornografi 
terdapat pengecualian jika untuk kepentingan karya seni dan ilmu 
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pengetahuan. Demikian pula dengan ketentuan pencegahannya, Pasal 7 
ayat (1) Perda ini membidik pelaku pornoaksi, dan ayat (2) hanya 
membidik pengelola warung internet (warnet). Jadi, menurut penulis, 
ketentuan pornografi dan pornoaksi dalam Perda ini tidak bertentangan 
dengan KUHP, namun mengatur lingkup yang belum ada 
pengaturannya dalam KUHP.  
3) Judi  
Dalam hukum nasional Indonesia pengaturan mengenai judi 
sudah tertuang dalam KUHP, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang tentang 
Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 
tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974.  
Judi menurut Islam apapun bentuknya adalah haram. Ketentuan 
judi menurut agama Islam terdapat dalam al-Qur’an:  
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkonban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu 
lantaran (meminum) khamr (arak) dan berjudi, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS. Al-Maidah: 90-91). 
Larangan judi dalam Islam sudah sangat jelas sekali. Dalam 
konsideran UU Nomor 7 Tahun 1974 juga jelas dinyatakan bahwa 
perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta 
membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara. Meskipun telah diatur dalam hukum nasional, namun praktik 
perjudian masih sangat marak dikalangan masyarakat dan sulit untuk 
diberantas. Karena judi telah diatur oleh hukum nasional Indonesia, 
maka Perda yang hanya meliputi ruang lingkup pencegahan terjadinya 
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maksiat ini hanya melarang bagi setiap orang untuk memasuki dan atau 
berada ditempat-tempat yang menyelenggarakan perjudian.  
Sebagaimana konteks dosa dalam Islam terutama untuk 
mencegah orang terjerumus ke dalam maksiat seperti telah dijelaskan 
dalam pencegahan zina di atas, menurut penulis upaya pencegahan 
dalam ketentuan Perda ini juga mengadopsi larangan orang untuk 
mendekati perbuatan maksiat tersebut. Oleh karena itu, rumusan Perda 
melarang orang untuk sekedar memasuki dan atau berada di tempat-
tempat yang menyelenggarakan perjudian meskipun orang tersebut 
tidak melakukan judi.  
4) Minum Minuman Keras dan Penyalahgunaan Narkoba    
Larangan meminum minuman keras atau dalam al-Qur’an 
disebut dengan khamr juga terdapat dalam surah al-Maidah sama 
dengan judi yang berbunyi: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkonban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu 
lantaran (meminum) khamr (arak) dan berjudi, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS.al-Maidah: 90-91). 
Ayat tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa manusia 
diperintahkan untuk menjauhi perbuatan meminum minuman keras, 
berjudi, mengundi nasib dengan anak panah. Ayat selanjutnya baru 
secara tegas melarang perbuatan tersebut. Dalam Islam hukum khamr 
juga berlaku bagi hukum narkoba karena keduanya sama memabukkan. 
Apa saja yang mempunyai potensi memabukkan maka ia adalah khamr, 
apapun nama dan sebutan yang diberikan orang terhadapnya. Rasulullah 
SAW pernah ditanya tentang minuman yang dibuat dari madu, jagung 
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atau gandum yang diperas hingga menjadi minuman keras, maka beliau 
menjawab: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr 
adalah haram” (HR. Muslim). 
Keharaman khamr itu tidak diukur dari sedikit atau banyaknya 
kandungan khamr tersebut. Rasulullah SAW menegaskan: “Apa saja 
yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram” (HR. 
Ahmad, Abu Daud, Tarmizi). Lebih dari itu Rasulullah mengingatkan 
bahwa ada 10 orang yang dilaknat terkait dengan khamr yaitu: orang 
yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang 
meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakannya, 
orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang 
memakan harganya (uang hasil penjualannya), orang yang membelinya 
dan orang yang minta dibelikan. 
Ada seorang laki-laki hendak menghadiahkan khamr pada 
Rasulullah SAW, lalu beliau menginformasikan padanya bahwa Allah 
telah mengharamkan khamr. Kemudian laki-laki itu bertanya apakah 
boleh dijual, jawab beliau SAW: Allah telah mengharamkan meminum 
dan mengharamkan menjualnya, apakah boleh dihadiahkan pada orang 
Yahudi, jawab Nabi SAW: Allah mengharamkan menghadiahkannya 
pada orang Yahudi, lantas ia bertanya: apa yang harus saya lakukan? 
Jawab Nabi SAW: Tuangkan saja di selokan air.  
Begitu juga khamr yang disajikan untuk obat, telah dilarang 
Rasulullah SAW dengan sabdanya: “Sesungguhnya khamr itu bukan 
obat, melainkan penyakit.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan 
Tirmizi). 
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Segala yang 
mengacaukan akal dan memabukkan adalah haram” (HR. Imam Abu 
Daud). Ini berarti, ulama menyatakan bahwa hadits ini berlaku untuk 
segala macam benda yang merusak akal tanpa membedakan jenis dan 
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bentuk (pil, bubuk, cairan, gas) maupun cara pemakaian (dihisap, 
diminum, suntik atau dimakan). Maka narkoba adalah haram dalam 
bentuk dan jenis apapun. Sedangkan untuk para pelaku perbuatan haram 
ini, Islam menyatakan bahwa mereka akan diganjar hukuman. Tidak 
hanya pelaku, tapi juga pembuat, pengedar dan penjualnya.  
Definisi mengenai narkoba dalam al-Qur’an tidak ada, karena 
memang al-Qur’an itu bukan kitab yang mengatur secara detil satu per 
satu. Namun persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan 
qiyas, yakni satu kasus yang tidak ada nash-nya dalam al-Qur’an 
dicarikan padanan kasusnya yang ada nashnya dalam al-Qur’an. Hal ini 
dilakukan dengan melihat ‘ilat (motivasi hukum) yang sama, yakni 
sama-sama membahayakan. Narkoba bisa digolongkan dalam khamr, 
namun dampak negatif narkoba lebih daripada khamr. 
Ketentuan syariat tersebut diterapkan dalam Perda tentang 
Pencegahan Maksiat ini. Pasal 9 Perda ini mengatur: 
(3) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, kecuali di 
tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan daerah 
kota/kabupaten. 
(4) Setiap orang yang sudah minum dan atau mabuk akibat minuman 
beralkohol dilarang berkeliaran di tempat umum. 
Perda tidak melarang secara keseluruhan orang meminum 
minuman beralkohol karena hukum nasional tidak melarang orang 
meminum minuman beralkohol. KUHP hanya mengatur penertiban 
orang yang sudah terlanjur mabuk dan mengatur penjualnya. Provinsi 
Gorontalo melarang orang meminum minuman beralkohol dengan 
pengecualian pada tempat-tempat tertentu. Dengan kata lain, terdapat 
lokalisasi minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Pengaturan 
lokalisasi tersebut diserahkan kepada daerah kota/kabupaten. Ayat (2) 
pasal ini sesuai dengan Pasal 536 KUHP yang telah mengaturnya lebih 
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spesifik. Menurut penulis, ayat (2) Perda ini tidak perlu dicantumkan 
karena bermakna umum sedangkan pengaturan KUHP lebih spesifik.  
Pencegahan narkoba dalam Perda ini tidak mengatur individu 
penggunanya. Pengaturan Perda lebih tertuju pada pengelola tempat-
tempat umum yang mempunyai peluang besar menjadi tempat 
terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penulis melihat Perda sudah 
merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU 
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang lebih lengkap 
pengaturannya. Perda hanya menekankan kepada pengelola tempat-
tempat umum yang telah ditentukan oleh Perda agar tidak terjadi 
peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.  
e. Pelembagaan Hukum Islam dalam Materi Muatan Perda  
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini 
merupakan peninggalan penjajah Belanda yang di landasi oleh falsafah 
yang berbeda dengan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, seperti 
mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu, dan kurang 
berhubungan dengan moralitas. Dalam hal kejahatan terhadap 
kesusilaan misalnya. Pengaturan delik susila yang longgar di dunia 
barat berdampak pada peningkatan kebebasan seksual. Indonesia yang 
mewarisi hukum pidana barat pun ternyata tidak luput dari 
pengaruhnya. Kebebasan seksual meningkat tajam. Terbukti dari 
berbagai survei dan kajian yang dilakukan di berbagai kota. Akibatnya, 
bagi masyarakat yang masih memegang teguh agama, moral, dan susila, 
kebebasan seksual tadi tidak bisa diterima sehingga muncullah berbagai 
macam reaksi masyarakat yang kurang sistematis. 
Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa 
menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani agamanya 
secara sempurna (kaffah). Kalau sekarang banyak terungkap keinginan 
untuk menegakkan syariat Islam di berbgai tempat, kemunculannya 
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bukan karena terlanda euphoria demokrasi atau reformasi serta 
kebebasan. Hal ini lahir karena kesadaran umat Islam terhadap 
perbedaan hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran manusia 
dengan syariat Islam yang bersumber dari dua rujukan hidup yang valid, 
yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, hukum Islam dipandang paling 
bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia (maqashidusy-
syari’ah al-khamsah), yakni melindungi agama, jiwa, harta, akal dan 
keturunan (Topo Santoso, 2003: 85). 
Syariat Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan hidup 
yang paling mendasar sebagaimana tersebut diatas, maka ia harus 
dilaksanakan. Melalui penegakan syariat Islam inilah hukum pidana 
Islam lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya. 
Sebagian syariat Islam, khususnya yang terkait dengan segi-segi 
perdata, telah dijalankan di Indonesia sekarang ini. Sedangkan untuk 
penegakan hukum pidana Islam, masih banyak kendala yang 
menghalanginya. Menurut Topo Santoso, kendala-kendala itu dapat 
berupa: 
1) kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang 
masih belum bisa menerima; 
2) kendala fikrah (pemikiran), yaitu banyaknya pandangan negatif 
terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan 
efektifitasnya; 
3) kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum ini tidak adil 
bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan 
cita-cita hukum nasional; 
4) kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan 
hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam; 
5) kendala konsolidasi, yakni belum bertemunya para pendukung 
pemberlakuan syariat Islam (dari berbagai kalangan) yang masih 
saling menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya 
masing-masing; 
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6) kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran 
hukum pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus; 
7) kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang 
sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syariat 
Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana Barat; 
8) kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum 
yang dapat mendukung penerapan syariat Islam; 
9) kendala ilmiah, tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah 
yang mengulas hukum pidana Islam; dan 
10) kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk 
menggolkan penegakan syariat Islam melalui proses-proses politik 
(Topo Santoso, 2003: 86). 
Kendala-kendala tersebut menunjukkan Indonesia belum siap 
untuk menerapkan hukum Islam, khususnya hukum pidana secara 
keseluruhan dalam skala nasional sebagaimana telah diterapkannya 
beberapa hukum perdata Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, 
zakat, wakaf, perbankan Islam, asuransi Islam, dan sebagainya. Oleh 
karena itu, sebagai bentuk ungkapan keinginan masyarakat di daerah 
akan penerapan syariat Islam, muncul peraturan-peraturan daerah yang 
bernuansakan syariat.  
Menurut Topo Santoso salah satu pilihan untuk diterapkannya 
hukum Islam di Indonesia yaitu dengan optimalisasi UU Pemerintahan 
Daerah, yang meliputi unsur-unsur: 
1) Pengisian Peraturan Daerah dengan nilai-nilai Islam; 
2) Membuat peraturan yang melarang kemaksiatan melalui Perda 
dengan ancaman pidana; 
3) Mendorong dilaksanakannya ajaran Islam melalui Perda; 
4) Mendorong aparat pemerintahan daerah yang islami; dan 
5) Mendorong aspirasi masyarakat untuk menegakkan syariat Islam 
(Topo Santoso, 2003: 100). 
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Setiap pilihan tentu mengandung implikasi dan agenda untuk 
dipikirkan kembali. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh bagi 
alternatif-alternatif itu antara lain: 
1) faktor dukungan masyarakat (faktor sosio-kultural); 
2) kemenangan kekuatan politik Islam (faktor politik); dan 
3) tersedianya para pakar hukum dan syariat yang menggali konsep-
konsep pelaksanaan hukum Islam sekaligus memecahkan problem-
problem konseptual, penyusunan buku-buku serta literatur lain, 
pembahasan naskah-naskah akademis (faktor akademis), dan 
peningkatan dakwah dalam arti luas (Topo Santoso, 2003: 100). 
Materi muatan Perda tentang Pencegahan Maksiat di Provinsi 
Gorontalo, menurut penulis, tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan diatasnya. Perda tersebut bahkan merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah Gorontalo. Perda ini juga 
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Nuansa syariat Islam yang 
terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan ajaran agama 
apapun yang ada di Provinsi Gorontalo dan sesuai dengan filosofi “Adat 
bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. 
Dengan demikian menurut penulis, Perda ini tidak bisa 
dikatakan sebagai formalisasi atau pelembagaan hukum Islam 
sebagaimana hukum perdata Islam yang sudah dijadikan undang-
undang. Perumusan perbuatan yang dilarang tidak sama secara 
keseluruhan dengan ketentuan pidana dalam Islam. Selain itu, 
penjatuhan pidana murni mengacu pada ketentuan UU Nomor 22 Tahun 
1999 yang membatasi ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam 
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bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah).  
Syariat Islam sebagai pedoman hidup dari Allah, mengajarkan 
prinsip umum yang secara universal dan permanen menjadikan derajat 
kemanusiaan lebih tinggi dan bermartabat. Syariat mengandung nilai-
nilai umum yang sangat luhur dan mulia. Karena sifatnya yang 
universal dan permanent, syariat tentu saja tidak bertentangan dengan 
standar-standar kebaikan universal umat manusia. Sebaliknya, setiap 
sesuatu yang secara universal mengandung nilai-nilai kebaikan, juga 
tentu saja tidak akan bertentangan dengan syariat. Gunarto 
mencontohkan, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, 
berarti dapat dikatakan Pancasila bersifat Islami (http://www.suara 
merdeka.com/harian/ 0607/07/opi04.htm). 
Demikian pula dengan Perda tentang Pencegahan Maksiat ini. 
Pengaturan-pengaturan dalam Perda ini mengandung nilai-nilai yang 
bersifat universal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama selain 
Islam, serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum positif 
nasional Indonesia. Dengan demikian penerapan peraturan yang 
bersendikan atau mengandung nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan 
selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
diatasnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 









 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan sebagaimana diuraikan 
dalam bab terdahulu maka dapat disimpulkan: 
1. Kewenangan Daerah dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada: 
a. Secara garis besar termaktub dalam Pasal 18A UUD 1945. 
b. Perundang-undangan dibawahnya menjabarkan dengan: 
1) UU Nomor 22 Tahun 1999 memberi kewenangan daerah seluruh 
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, 
serta kewenangan bidang lain.  
2) UU Nomor 38 Tahun 2000 memuat kewenangan hanya untuk 
Provinsi Gorontalo.  
3) UU Nomor 32 Tahun 2004 membedakan kewenangan pemerintahan 
daerah menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.  
2. Kesesuian Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari 
peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah mengatur materi 
muatannya. Sedangkan pencegahan maksiat adalah berupa upaya pencegahan 
terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat. Pembentukan Perda harus 
mempunyai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, yakni: 
a. Landasan Yuridis Perda ini adalah UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 
tentang Daerah Adat; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU 
 cxxi
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika; UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; UU Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 38 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Peraturan Pemerintah Nomor 
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom; dan Keputusan Presiden RI Nomor 44 
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 
dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Keputusan 
Presiden. 
b. Landasan Filosofis berupa keinginan masyarakat Gorontalo untuk tetap 
menjunjung tinggi nilai-nilai adat dengan filosofi mereka “Adat 
bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah”; 
c. Landasan Sosiologis Perda ini adalah bahwa masyarakat Gorontalo 
mayoritas memeluk agama Islam 
d. Perda sebagai produk perundang-undangan daerah dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda membatasi 
perbuatan maksiat yang diatur hanya meliputi zina, pelacuran, perkosaan, 
pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, 
pornoaksi dan pornografi.  
e. Pengaturan-pengaturan dalam Perda ini mengandung nilai-nilai yang 
bersifat universal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama selain 
Islam, serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum positif 
nasional Indonesia. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut: 
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a. Pengaturan Perda Nomor 10 Tahun 2003 mengenai: 
1) Pasal 1 Ketentuan Umum mengenai zina harus lebih jelas dalam 
menyebutkan pelaku adalah orang yang sudah menikah atau belum 
menikah. 
2) Pasal 9 Ayat (2) Perda tentang Pencegahan Maksiat ini tidak perlu 
dicantumkan karena bermakna umum, sedangkan pengaturan Pasal 536 
KUHP sudah lebih spesifik.  
b. Penjelasan Perda perlu diurutkan lagi sesuai dengan urutan Pasal dalam 
Perda. 
c. Perda perlu menyebutkan dengan jelas ketentuan mengenai pemberlakuan 
Perda ini bagi pemeluk agama lain meskipun minoritas.  
d. Ketentuan ancaman pidana Perda ini perlu direvisi menyesuaikan dengan 
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